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Prinsip syariah pada penerapan Akuntansi Syariah di perbankan syariah tidak 
boleh mengandung unsur maysir, gharar dan ribā dalam semua produk yang 
ditawarkannya, khususnya pada produk akad Murābaḥah. Adanya aturan baru yang 
dikeluarkan oleh DSN MUI tentang pengakuan keuntungan/margin murābaḥah 
dengan menggunakan metode anuitas selain dari metode proporsional yang telah ada 
sebelumnya, membuat masyarakat semakin bingung, karena metode anuitas juga 
diterapkan oleh bank konvensional dalam pembiayaan kreditnya yang syarat dengan 
nilai-nilai Time Value of Money yang erat kaitannya dengan ribā sehingga kehalal-an 
akad murābaḥah tersebut diragukan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat konsep 
Economic Value of Time yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah sebagai anti 
tesis dari Time Value of Money tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan fenomenologi yang mengambil lokasi penelitian pada PT Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar. Peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara 
dengan informan dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi 
entitas. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterprestasikan data yang 
didapatkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode anuitas yang diterapkan oleh PT 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar masih mengandung unsur ribā di dalamnya. 
Pemahaman yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabah terkait metode 
pengakuan keuntungan/margin murābaḥah masih belum transparan sehingga ada 
keadaan atau kondisi yang dapat menyebabkan nasabah mengalami keraguan dalam 
akad murābaḥah tesebut. Selain itu, metode proporsional yang sudah tidak digunakan 
oleh pihak bank dengan alasan keuntungan yang diperoleh lebih sedikit dari 
penerapan metode anuitas membuat bank syariah tersebut dianggap telah melupakan 
tujuan falah oriented-nya. Dimana metode proporsional tersebut dianggap lebih adil 
dalam penerapannya. 








A. Latar Belakang Masalah 
Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan 
yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan pesat yang terjadi 
pada lembaga keuangan perbankan membawa perubahan terhadap beberapa aspek 
yang berhubungan dengan lembaga keuangan tersebut. Salah satu aspek yang 
mengalami perubahan yaitu undang-undang tentang perbankan. Sejak 
diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 7 Tahun 1992, industri perbankan di Indonesia mulai menerapkan dua 
sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional berdasarkan bunga (Bank 
Konvensional) dan sistem perbankan berdasarkan bagi hasil (profit and loss sharing) 
atau peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah 
sebagaimana bank konvensional memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan 
(financial intermediary), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (Rimadhani, 2011).  
Praktek Perbankan Syariah pada dasarnya harus mengandung prinsip syariah, 
sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 pada pasal 2 ayat 
3 dijelaskan bahwa pemenuhan prinsip syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi 





kemaslahatan dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, 
ribā, zalim dan objek haram.  
Menurut Saeed seperti dikutip Prabowo (2009) pertumbuhan bank syariah di 
Indonesia saat ini sangat pesat seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat 
bahwa bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka 
(predetermined return) adalah merupakan ribā yang dilarang oleh syariah. Ribā 
adalah semua tambahan yang disyaratkan atas harta pokok. Artinya, apa yang diambil 
seseorang sebagai tambahan harta pokoknya tanpa melalui usaha perdagangan dan 
tanpa melakukan sesuatu, maka yang demikian itu termasuk ribā, dan ribā dalam 
islam hukumnya haram. Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam QS Al-
Baqarah/2: 278-279. 
                          
                         
       
Terjemahnya: 
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan ribā), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
 
Atas dasar pemahaman bahwa ribā dilarang oleh syariah, maka sejak tahun 
1950 telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang 
menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau ribā (Interest free 





syariah, yang diwujudkan dengan pendirian bank syariah adalah untuk menghindari 
praktik ribāiwi dalam aktifitas ekonomi, dan upaya tersebut telah dilakukan pada 
pertengahan tahun 1970-an (Marwini, 2012). Dengan ditetapkannya fatwa bahwa 
bunga bank haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan akan membawa 
implikasi yang positif bagi perbankan syariah (Nizar, 2007).  
Kemudian, salah satu nilai terpenting dalam prinsip syariah yang juga menjadi 
tujuan dari prinsip syariah, yaitu nilai Maslaḥah dimana nilai Maslaḥah yang berarti 
segala aktivitas operasi perusahaan harus memberi manfaat untuk semua pihak bukan 
hanya sepihak. Prinsip Maslaḥah merupakan cara untuk pengambilan keputusan 
(Dusuki, 2014). Nilai inilah yang dikembangkan oleh perbankan syariah ataupun 
perusahaan berbasis syariah lainnya sehingga membedakan dengan perbankan 
konvensional atau perusahaan berbasis konvensional lainnya. Bank konvensional dan 
bank syariah memiliki beberapa persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan 
uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum 
memperoleh pembiayaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan yang mendasar 
antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha 
yang dibiayai dan lingkungan kerja (Misbahuddin, 2013). Menghindari problem 
pembiayaan yang berbasis ribā dan bunga, bank syariah menempuh beberapa cara 
yaitu dengan menerapkan mekanisme bagi hasil atas dasar Profit and Loss Sharing 
(PLS) dan jual-beli (al-Bai’). Produk yang menerapkan mekanisme bagi hasil ada 
dua, yaitu Muḍharābah dan Musyarakah. Sedangkan produk yang menerapkan 





Konsep murābaḥah pada perbankan syariah sempat menerima kritikan dari 
kalangan ulama. Sjahdeini dalam Rahmawaty (2007) dan Putra (2013) 
mengungkapkan bahwa munculnya kritikan didasarkan pada penerapan murābaḥah 
dalam perbankan syariah yang sama sekali tidak meniadakan bunga dan membagi 
resiko kepada nasabah, tetapi tetap mempraktekkan pembebanan bunga dengan 
menggunakan label produk Islami. Selain itu, adanya beberapa keluhan-keluhan 
nasabah terkait prosedur pembiayaan, skema angsuran dan lain-lain membuat 
pemenuhan hak-hak nasabah oleh pihak bank menjadi tidak maksimal. Hak-hak 
tersebut tentunya menyangkut hak nasabah sebelum bertransaksi dengan bank, pada 
saat transaksi, dan hak nasabah setelah terjadinya transaksi yaitu menyangkut 
penyelesaian pengaduan nasabah dan ganti kerugian (Nugraheni, 2007). 
Terkait dengan besarnya minat nasabah terhadap akad murābaḥah ini banyak 
bank umum syariah yang memudahkan nasabahnya untuk memeroleh informasi 
mengenai seluk-beluk akad tersebut. Beberapa bank syariah memiliki website yang 
memudahkan nasabah mereka untuk mengetahui angsuran per bulan yang harus 
dibayar jika menggunakan pembiayaan murābaḥah ini. Bank-bank syariah tentunya 
memiliki dasar atau pedoman dalam menentukan margin yang digunakan dalam akad 
murābaḥah ini. Konsep penentuan margin inilah yang tidak diungkap di website-
website resmi bank syariah (Qomariyah, 2014). Selain itu, pemahaman sebagian 
masyarakat terkait akad murābaḥah tersebut masih kurang walaupun sudah dijelaskan 
oleh pihak bank. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati 





akad murābaḥah tersebut walaupun sebenarnya mereka masih asing terhadap sistem 
yang diterapkan oleh pihak bank. 
Selain karena konsep penentuan margin yang tidak diungkap di website-
website resmi bank-bank syariah, menurut Firmansyah (2007), Marwini (2012) dan 
Ramadhani (2014) dan juga mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara 
penerapan murābaḥah di bank syariah dengan ketentuan syariah yang ada yaitu 
adanya margin murābaḥah pada lembaga keuangan syariah yang merujuk pada suku 
bunga konvensional. Proses penentuan harga jual murābaḥah masih terdapat unsur 
ribāwi di dalamnya, yakni masih merujuk (benchmarking) pada suku bunga pada 
perbankan konvensional, meskipun dilakukan secara tidak langsung (Firmansyah, 
2007). Hal senada juga diungkapkan oleh Fauzan (2011) dan Dariati (2011), dimana 
penelitian yang dilakukannya mendapatkan metode penentuan harga yang tidak jauh 
berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bank konvensional. 
Margin dalam murābaḥah pada perbankan syariah dan bunga dalam pinjaman 
kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh. Inilah salah satu 
alasan mengapa sebagian masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada 
perbankan syariah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional (Putra, 
2013). Walaupun akad murābaḥah memiliki resiko yang rentan dalam 
pelaksanaannya (Kusmiyati, 2007), pihak bank tidak boleh menjadikan permasalahan 






Selain itu, masih adanya perbankan syariah yang menerapkan prinsip Time 
Value of Money dalam margin murābaḥah dengan menggunakan metode anuitas, itu 
sudah bertentangan dengan syariah compliance atau prinsip-prinsip syariah yang ada. 
Metode anuitas yang syarat dengan prinsip Time Value of Money sama halnya dengan 
sistem kredit pada perbankan konvensional yang menggunakan metode bunga 
menurun. Pada saat metode anuitas digunakan, marjin yang diakui oleh bank syariah 
seharusnya diinformasikan kepada nasabah. Sehingga nasabah tahu berapa margin 
yang diakui di awal dan berapa pokok yang telah dibayarkan. Menurut Rivai dan 
Arifin (2010) jika margin dalam satu akad transaksi berubah-ubah dan nasabah 
mengalami keraguan maka hal ini bisa menjadi ribā. Selain itu, masalah mungkin 
saja terjadi pada saat nasabah ingin melakukan over credit dan nasabah baru 
mengetahui bahwa pokok angsuran yang dibayar ternyata masih kecil jumlahnya. 
Berapapun nilainya, sedikit atau banyak, ribā tetaplah ribā. Sesuai dengan sabda 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
  َةيْنَز  َنِْيَثَلاثَو  ِةَّتِس  ْنِم   دََشأ   َملَْعي  َو هَو   ل  ج َّرلا   ه ل  ْكَأي ا بِر   َمهْرِد 
Terjemahnya: 
“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi ribā sedangkan dia 
mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 
36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Al Albani 





Adanya fatwa-fatwa yang menyebutkan bahwa konsep bunga itu haram dan 
akad murābaḥah yang bebas ribā itu mengingatkan pada permasalahan terkait dengan 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yaitu tentang 
metode pengakuan keuntungan Tamwil bi Al Murābaḥah. Dalam fatwa MUI Nomor 
84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan khusus pembiayaan murābaḥah poin 4 
menyebutkan bahwa, “Metode pengakuan keuntungan Tamwil bi Al Murābaḥah yang 
ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas”. Fatwa tersebut 
ditanggapi oleh DSAS IAI dengan mengeluarkan Buletin Teknis 9 tentang penerapan 
metode anuitas dalam murābaḥah. Melalui bulletin ini DSAS IAI menyatakan bahwa 
entitas yang melakukan pembiayaan harus mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60 dan 
PSAK lain yang relevan. Dalam revisi PSAK, penerapan metode anuitas tersebut 
diakomodir oleh PSAK 50: Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, PSAK 
55: Instrumen keuangan: penyajian dan PSAK 60: Instrumen keuangan: 
Pengungkapan. Fatwa tersebut yang membuat masyarakat semakin bingung, karena 
didalam PSAK 50,55 dan 60 juga mengatur mengenai metode anuitas akan tetapi 
dalam PSAK tersebut juga mengenakan konsep bunga dalam hal utang piutang 
(Fatmawati, 2014). 
Dalam prinsip Time Value of Money, uang dengan jumlah yang sama sekarang 
lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini memaksakan 
kreditur untuk melakukan discount (bunga) terhadap rate tertentu dengan tidak 
mempertimbangkan resiko terhadap debitur, sebagai antisipasi atas adanya resiko ini, 





tidak seorangpun berhak mengecualikan diri dari hal itu dengan sebesar biaya 
apapun. Keadaan yang demikian yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang 
ditolak oleh ekonomi syariah, yaitu keadaan “al qhunmu bi al-ghurni” (mendapatkan 
hasil tanpa memperhatikan suatu resiko), dan “al kharaj bi la dhaman” (memperoleh 
hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya) (Muhammad, 2016:80). Jadi faktor yang 
menentukan nilai waktu itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. 
Disinilah peran Economic Value of Time akan dioptimalkan sebagai antitesis dari 
Time Value of Money.  
Economic Value of Time adalah sebuah konsep dimana waktulah yang 
memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. Economic Value of 
Time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. 
Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan 
waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin 
tinggi nilai waktunya. Hal ini jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka bentuknya 
adalah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis. Jadi barang siapa yang 
melaksanakan aktivitas bisnis secara efektif dan efisien, ia akan mendapatkan 
keuntungan. 
Ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang 
dalam Islam. Maka dari itu, penerapan sistem margin pada akad murābaḥah menurut 
Nuryadin (2007), Faisal (2011) dan Kariyoto (2013) haruslah sesuai dengan prinsip 
syariah, salah satunya yaitu keadilan. Sejalan dengan penjelasan tersebut, menurut 





dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan didirikan sebagai sarana 
beribadah. Motivasi ibadah ini mengakibatkan disisihkannya motif ekonomi dalam 
diri pengurus, dalam hal ini profit oriented, sehingga baik nasabah maupun pihak 
bank dapat saling mempercayai. Dalam pandangan Islam, margin harus ditentukan 
sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni 
pihak penjual dan pihak pembeli (Nuryadin, 2007). Pendekatan Shari’ah Enterprise 
Theory dalam menanggapi kritikan terhadap sistem margin akad murābaḥah, yang di 
dalamnya mengadopsi karakteristik Islam yang menjadi tolak ukur dari perbankan 
syariah itu sendiri (Saputro, 2010) diyakini dapat memberikan pencerahan agar unsur 
ribāwi dapat dihilangkan dan nilai-nilai keadilan dapat diterapkan sesuai dengan yang 
semestinya. Shari’ah Enterprise Theory lahir dari konsep metafora amanah, yang 
dimana bentuk konkret dari metafora ini di dalam organisasi bisnis adalah realitas 
organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (zakat metaphorised organisational 
reality) (Triyuwono, 2012: 350) 
Pengambilan keputusan mengenai cara penentuan sistem margin akad 
murābaḥah oleh pihak bank haruslah sesuai dengan prinsip syariah, yang terhindar 
dari hal-hal syubhat yang dilarang oleh agama. Aspek transparan juga tak boleh 
dilupakan oleh pihak bank terhadap nasabah yang masih minim pengetahuannya 
tentang seluk-beluk akad murābaḥah ini. Tidak dipungkiri bahwa bank syariah juga 
merupakan suatu lembaga yang profit oriented, sama-sama mencari keuntungan dan 
harus bersaing dengan bank lainnya. Tetapi bank syariah tidak boleh melupakan 





berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat (Ridlo, 2012). Oleh 
karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem margin akad 
murābaḥah yang menurutnya masih ada unsur ribāwi di dalamnya, khususnya unsur 
Time Value of Money. Penelitian ini akan dilakukan pada PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar, yang merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang 
menjalankan konsep Murābaḥah. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah evaluasi penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem 
margin produk akad murābaḥah pada bank syariah dengan menganalisis implementasi 
akad murābaḥah tersebut. Adapun dokumen lain (bukti dari keterangan informan dan 
jurnal/referensi lainnya) yang diperoleh dalam penelitian dijadikan sebagai data 
pendukung dan panduan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat. Penelitian ini 
dilakukan pada salah satu bank syariah yang ada di Makassar yaitu PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar. 
Penelitian ini bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam, bukan untuk 
generalisasi dan kemudian menemukan sebuah solusi dalam sebuah permasalahan yang 
ada pada produk akad murābaḥah bank syariah. Penelitian ini dilakukan dengan 
wawancara kepada informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan 
informasi mengenai produk akad murābaḥah yang menjadi salah satu produk yang 






C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sistem margin akad murābaḥah 
memang masih menuai kritikan dari beberapa pihak dikarenakan masih adanya unsur 
ribāwi di dalamnya, khususnya unsur Time Value of Money yang diterapkan dalam 
sistem margin murābaḥah pada perbankan syariah. Sjahdeini dalam Rahmawaty (2007) 
menjelaskan bahwa kritikan tersebut didasarkan pada penerapan murābaḥah dalam 
perbankan syariah yang sama sekali tidak meniadakan bunga dan membagi resiko kepada 
nasabah, tetapi tetap mempraktekkan pembebanan bunga dengan menggunakan label 
produk Islami. Margin dalam murābaḥah pada perbankan syariah dan bunga dalam 
pinjaman kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh. Inilah salah 
satu alasan mengapa sebagian masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada 
perbankan syariah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional (Putra, 
2013). Selain itu, pada metode pengakuan keuntungan murābaḥah yaitu metode anuitas 
dicurigai terdapat unsur ribāwi di dalamnya. Munculnya Shari’ah Enterprise Theory 
yang dibidangi oleh Iwan Triyuwono, yang dimana didalamnya mengadopsi karakteristik 
Islam yang menjadi tolak ukur dari perbakan syariah itu sendiri (Saputro, 2010) dapat 
dikaitkan dengan sistem margin akad murābaḥah. Sehingga dari kritikan terhadap sistem 
margin akad murābaḥah pada perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan 
Shari’ah Enterprise Theory, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi sistem margin pada akad murābaḥah PT Bank BNI 





2. Bagaimana mengoptimalkan Economic Value of Time dalam meniadakan unsur Time 
Value of Money pada sistem margin murābaḥah PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul Hasil Penelitian 














Hasil penelitian tersebut menemukan 
bahwa Bank Umum Syariah di 
Indonesia menerapkan pengakuan 
keuntungan murābaḥah yang 
berbeda-beda dikarenakan perbedaan 
pengakuan keuntungan berdasarkan 
jangka waktu akad. Metode anuitas 
diterapkan untuk murābaḥah dengan 
pembayaran tangguh dengan jangka 
waktu satu tahun atau satu periode 
dan metode proporsional digunakan 
untuk akad murābaḥah dengan 
pembayaran tangguh lebih dari satu 
tahun atau satu periode. Pengakuan 
keuntungan transaksi murābaḥah 
dengan pembayaran ditangguhkan 
atau secara angsuran dilakukan 
selama periode akad sesuai dengan 
tingkat risiko. Tetapi penerapan 
metode pengakuan keuntungan 
murābaḥah yang dilakukan masih 







Dalam hal penentuan penggunaan 
metode anuitas ataupun proporsional, 
hendaknya penjual haruslah 





transaksi dengan ditambah 
pertimbangan resiko terkait 
kepemilikan persediannya. Dari hasil 
simulasi perhitungan didapat bahwa 
besarnya angsuran yang harus 
dibayar nasabah adalah sama setiap 
periode. Perbedaan terdapat pada 
besarnya angsuran pokok dan 
angsuran margin. Apabila 
menggunakan metode proporsional, 
maka besarnya angsuran pokok dan 
angsuran margin setiap periode akan 
sama besar. Jika menggunakan 
metode anuitas maka besarnya 
angsuran pokok semakin lama akan 
semakin besar tetapi angsuran marjin 













Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
KSP Malikussaleh dalam pengakuan 
keuntungan Al-Tamwil bi al- 
Murābaḥah (pembiayaan 
murābaḥah) menggunakan metode 
proporsional dalam mengakui 
keuntungan pembiayaan murābaḥah. 
Pencatatan atas transaksi pembiayaan 
murābaḥah mengacu pada PSAK 
No. 102 dan PSAK No. 55 walupun 
belum diterapkan secara maksimal. 
Pelaksanaan dalam praktik akad 
murābaḥah pada KSP Malikussaleh 
merupakan ketegori pembiayaan dan 
bukan jual-beli, dimana KSP 
Malikussaleh sebagai penjual 
seharusnya telah memiliki dan 
menguasai objek murābaḥah (Aset 
murābaḥah), namun yang terjadi 
adalah KSP Malikussaleh tidak 
memiliki persediaan objek 
murābaḥah dan menjadi 
menyediakan dana untuk nasabah. 










Anuitas Pada Bmt 
Sunan Kalijogo 
(Studi Kasus Pada 
Baitul Maal Wa 
Tamwil Sunan 
Kalijogo Malang) 
mengemukakan bahwa, menurut 
fatwa DSN-MUI metode pengakuan 
keuntungan murābaḥah dan 
pembiayaan murābaḥah boleh 
dilakukan secara proporsional dan 
secara anuitas, akan tetapi segala 
jenis transaksi kredit atau utang-
piutang di mana satu pihak 
membayar lebih besar dari pokok 
pinjamannya, kelebihan dari pokok 
pinjamannya dengan nama apapun 
(bunga/interest/bagi hasil), dihitung 
dengan cara apa pun (fixed rate atau 
floating rate), besar atau kecil 



















Metode perhitungan penentuan harga 
jual yang digunakan oleh Bank 
Syariah Mandiri menggunakan 
metode anuitas. Metode ini memiliki 
ciri, bahwa angsuran pokok akan 
semakin besar dan angsuran margin 
akan semakin menurun. Metode ini 
memiliki manfaat bagi bank, yaitu 
memberikan profit yang lebih besar 
kepada bank dan bank dapat bersaing 









Secara kasat memang murābaḥah 
tampak seperti bunga, bahkan tidak 
terasa bahwa ia berbeda dari bunga. 
Asumsi ini menurut penulis umum 
dirasakan para nasabah perbankan 
syariah. Ada dua kaidah yang 
melekat pada lembaga keuangan 
Islam. Pertama, berlakunya kaidah 
kehati-hatian seperti halnya yang 
berlaku di perbankan konvensional. 
Kedua, berlakunya kaidah kesesuaian 
dengan prinsip syariah. Prinsip ini 
tidak berlaku pada bank 
konvensional. Justru prinsip inilah 
yang membedakan kedua sistem 





tidak begitu menarik minat 
masyarakat Muslim untuk menabung 
di perbankan Islami. 












(Studi Kasus Pada 
Bank Syariah Di 
Indonesia Tahun 
2011-2013) 
Hasil penelitian tersebut menemukan 
bahwa perbedaan pilihan kebijakan 
akuntansi yang dipilih oleh masing-
masing bank syariah tidak memiliki 
perbedaan. Asumsi mengenai metode 
anuitas tentang potensi bahwa anuitas 
yang lebih agresif akan membuat 
kemungkinan terjadinya manajemen 
laba lebih besar dibandingkan dengan 
metode proporsional. Namun, 
berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan tidak ada perbedaan, 
sehingga asumsi tersebut 
terbantahkan. 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui implementasi sistem margin pada akad murābaḥah PT Bank 
BNI Syariah Cabang Makassar. 
2. Untuk mengoptimalkan Economic Value of Time dalam meniadakan unsur Time 
Value of Money pada sistem margin murābaḥah PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar. 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi outcome 





bersinggungan dengan Shari’ah Enterprise Theory yang dimana Iwan 
Triyuwono sebagai pencetusnya. Teori tersebut digagas Iwan Triyuwono pada 
awal tahun 2000-an. Teori ini dianggap komprehensif dalam hal pembahasan 
dan pencapaian tujuan perbankan syariah di Indonesia, hanya perlu 
pemaksimalan dan pengembangan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar 
permasalahan yang ada bisa terselesaikan. Maka dari itu, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pemaksimalan 
dan pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam Shari’ah Enterprise 
Theory itu sendiri kedepannya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat 
dijadikan pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi kedepannya yang 
berkaitan dengan sistem margin akad murābaḥah yang diberlakukan pada 
lembaga tersebut. 
b. Bagi nasabah perbankan syariah, khususnya pengguna produk murābaḥah, 
dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah wawasan 
terkait sistem margin yang diberlakukan oleh pihak perbankan syariah. 
c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru 
terkait proses penentuan sistem margin akad murābaḥah yang diberlakukan 
oleh perbankan syariah di Indonesia. 
d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 





3. Manfaat Regulasi 
Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam prinsip-prinsip syariah harus 
menjadi dasar penyusunan standar akuntansi syariah. Penelitian ini memberi 
manfaat bagi pembuatan standar akuntansi syariah. Khususnya dalam 
penentuan konsep dasar bagi hasil dalam akad murābaḥah. Selain itu, 
Penelitian ini juga membuka kesadaran bagi regulator untuk menentukan 









A. Shari’ah Enterprise Theory 
Dari beberapa diskusi telah diketahui bahwa Entity Theory  lebih sarat dengan 
nilai-nilai kapitalisme, sehingga akuntansi syariah lebih cenderung pada Enterprise 
Theory (Triyuwono, 2000). Namun demikian, Enterpise Theory perlu dikembangkan 
lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari’ah. Pengembangan 
dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan 
istilah Shari’ah Enterprise Theory (SET). Sejalan dengan penjelasan tersebut, 
Shari’ah Enterprise Theory merupakan Enterprise Theory yang telah diinternalisasi 
dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih 
humanis. Shari’ah Enterprise Theory dapat dikatakan merupakan suatu social 
integration yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk 
membebaskan knowledge yang selalu terperangkap dalam dunia materil menjadi 
suatu knowledge yang juga mempertimbangkan aspek non materil. Aspek non 
materil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi (Purwitasari, 
2011). 
SET yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya 
memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, nilai keseimbangan yang dimaksud 
adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminin (Triyuwono, 





(feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. 
Dalam syari’ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan 
dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan 
menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, 
materi-spiritual, dan individu-jama’ah (Triyuwono, 2007). Konsekuensi dari nilai 
keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, 
tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang 
besar pada stakeholders yang luas. Menurut SET, stakeholders meliputi Tuhan, 
manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya 
tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, 
maka tali penghubung agar akuntansi syari’ah tetap bertujuan pada “membangkitkan 
kesadaran ke-Tuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan 
Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis 
bagi konstruksi akuntansi syari’ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, 
akuntansi syari’ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum 
Tuhan.  
Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect–stakeholders. Direct-stakeholders 
adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, 
baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-
keuangan (non-financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi 





dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah 
pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik 
secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak 
yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.  
Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak 
yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak 
Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, 
menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 
bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan 
energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Wujud distribusi kesejahteraan berupa 
kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-
lainnya. Dari penjelasan singkat tersebut secara implisit dapat dipahami bahwa SET 
tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami 
oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari 
segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. 
Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (khalitullah fil ardh) yang 
memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan (Triyuwono, 
2007). 
Shari’ah Enterprise Theory memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan 
(wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku pada partisipan yang 
terkait langsung atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada operasi 





pihak lain yang tidak tekait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Dari 
penjelasan tersebut, SET mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah, dan pertanggungjawaban (Hasanah, 2015), yang dimana nilai-nilai keadilan 
tersebut diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad 
murābaḥah agar sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, yang menurut 
beberapa pihak masih mengandung praktik ribāwi di dalamnya. 
B. Konsep Maslaḥah 
Kata Maslaḥah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, 
berasal dari Bahasa Arab yaitu Maslaḥah. Maslaḥah ini secara bahasa atau secara 
etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Teori 
Maslaḥah atau istilahnya pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik. Maslaḥah 
dan Maqashid al-Syari’ah dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting 
dalam pembinaan dan pengembangan hukum islam. Maslaḥah secara sederhana 
diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, 
mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan 
tersebut. Menurut Syarifuddin (2008) ada dua bentuk Maslaḥah, yaitu : 
1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia disebut jalb al-
manafi’ (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan 
langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada 
juga kebaikan dann kesenangan dirasakan setelah perbuatan dilakukan atau 





Allah Subhanahu wa ta’alaa berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat 
seperti itu. 
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dar u al-
mafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah 
melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan 
ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya 
adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya : berzina dengan pelacur yang 
berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula. 
Secara bahasa, Maqashid al-syari’ah dari dua kata, yakni Maqashid dan al 
syari’ah. Maqashid berarti kesenjangan atau tujuan sedangkan al-syari’ah berarti 
jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok 
kehidupan. 
Menurut al-Syatibi bahwa tujuan utama syari’at Islam (maqashid alsyari’ah) 
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. 
Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah pada prinsipnya 
mengacu kepada kemaslahatan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut ia 
menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Subhanahu wa ta’alaa yang tidak 
mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan 
membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan, dalam hal ini 
diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan 
penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas 






“Dimana ada kemaslahatan, disanalah terdapat hukum Allah. Tujuan mencapai 
kehidupan yang bernuansa ekologis”.  
 
Ekologis adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu 
kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih 
lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup 
dalam space alam yang wajar sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi 
kehidupan bersama yaitu rahmatan lil al-‘alamin. Dalam hal ini perbankan syariah 
tidak hanya menguntungkan shareholder saja tetapi juga menguntungkan semua 
umat termaksud lingkungan. Karena dalam syariat Islam ketika Maslaḥah telah 
dirasakan oleh semua pihak berarti perbankan syariah tidak hanya mementingkan 
kehidupan di dunia saja melainkan mementingkan kehidupan di akhirat juga. Karena 
tujuan dari hidup yang sesungguhnya bukan hanya materi di dunia semata, tetapi 
kebahagiaan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat (Thohari, 2013). Sebagaimana 
Allah Subhanahu wa ta’alaa berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:195. 
                         
        
Terjemahnya: 
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
 
Surah tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta’alaa menciptakan 
manusia sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). Kehadiran 





ta’alaa lainnya (sesamanya). Jika dikaitkan dengan kehadiran perbankan syariah, 
maka kehadiran perbankan syariah harusnya dapat memberi manfaat baik kepada 
pihak yang terlibat maupun yang tidak terlibat.  
Konsep Maslaḥah memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya 
semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk 
memajukan kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat secara 
keseluruhan. Maslaḥah merupakan tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah. 
Prinsip mashlaḥah esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 
berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual serta 
kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang 
menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan 
terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), akal (aqdl), keturunan (nasl), jiwa 
dan keselamatan (nafs) dan harta benda (mal) (Kariyoto, 2013). 
Ada tiga kategori Maslaḥah berdasarkan tingkatannya, yaitu essentials 
(daruriyyat), complementary (hajiyyat), dan embellishment (tahsiniyyat). Maslaḥah 
Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan 
manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, 
timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan 
kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maslaḥah 
Hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar 
lainnya. Maslaḥah Dharuriyah adalah perbuatan yang dibutuhkan oleh manusia 





sedangkan Maslaḥah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas 
yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul 
akhlak (Kara, 2012). Namun dalam hal ini Maslaḥah yang lebih difokuskan adalah 
Maslaḥah Dharuriyah). Namun bukan berarti lingkup Maslaḥah lainnya menjadi 
penting karena ketiga lingkup tersebut sangat diperlukan bagi umat dalam 
menciptakan kebaikan, seperti halnya Maslaḥah hajjiyah dan Maslaḥah tahsiniyah. 
Maqashid al-syariah dalam arti maqashid al-Syari’, mengandung empat 
aspek, yaitu: 
1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 
3. Syariat sebagai suatu hukum takfif yang harus dilakukan. 
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.  
Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqasid al-syari’ah, 
sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat 
dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan 
dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk 
melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia 
sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat 
berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu). 
Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang 





dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan 
taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak 
dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi 
sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa 
manusia berada dibawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, 
sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti yang dapat 
diwujudkan. 
Konsep Maslaḥah adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan 
perbankan syariah ataupun lembaga yang berada dibawah naungan syariah, karena 
selain pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan 
bank, bank syariah juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan bank kepada 
Allah Subhanahu wa ta’alaa sebagai pemilik utama sumber daya yang digunakan 
dalam pengelolaannya dan sebagai pemberi dan yang menetapkan hukum. Artinya, 
segala sesuatu yang diperbuat oleh perusahaan dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yang terkait dengan aktivitas operasi perusahaan, hal ini tentunya sejalan dengan 
tujuan dari syari’at Islam yaitu kemaslahatan (Angriani, 2015).  
Prinsip Maslaḥah mencermikan bagaimana Islam menekankan pentingnya 
mempertimbangkan kepentingan umum dari pada kepentingan individual semata. 
Penerapan prinsip Maslaḥah pada dasarnya adalah suatu cara untuk memberikan 





menghindari bahaya yang dapat memberikan kesulitan untuk kepentigan umum atau 
pencapaian kesejahteraan (Shaharuddin, 2010). 
C. Economic Value Of Time 
Economic Value Of Time berkembang pada abad ke-7 masehi. Pada masa saat 
digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar. Logam ini diterima sebagai alat 
tukar disebabkan nilai intrinsiknya, bukan karena mekanisme untuk dikembangkan, 
sehingga hubungan debetur/kreditur yang muncul bukan kerena akibat transaksi 
secara lansung, namun jelas merupakan transaksi “permintaan uang”. 
Economic Value of Time adalah sebuah konsep dimana waktulah yang 
memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. Economic Value of 
Time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik waktu. 
Dalam pandangan Islam mengenai waktu, waktu bagi semua orang adalah sama 
kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan. Nilai waktu antara 
satu orang dengan orang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang 
menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. 
Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai 
waktunnya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa 
saja yang melaksanakan. Oleh karena itu, siapa-pun pelakunya tanpa memandang 
suku, agama, dan ras, secara sunnatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. 
Didalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang 





waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, namun harus juga didasari dengan 
keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. 
Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia berarti 
keimanan yang tidak di amalkan. Dalam Al-Qur’an disebutkan nilai waktu, termasuk 
nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, saling mengingatkan 
dalam hal kebaikan dan kesabaran. Firman Allah QS Al-Ashr/103:1-3. 
                            
                
Terjemahnya: 
1. Demi masa. 
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. 
 
Islam tidak mengenal konsep Time Value of Money. Dasar perhitungan pada 
kontrak berbasis Time Value of Money adalah bunga. Sedangkan Dasar perhitungan 
pada kontrak berbasis Economic Value of Time adalah nisbah/margin. Economic 
Value of Time relatif lebih adil dalam perhitungan kontrak yang bersifat pembiayaan 
bagi hasil (profit sharing). Konsep  bagi hasil (profit sharing) berdampak pada 
tingkat nisbah yang menjadi perjanjian kontrak dua belah pihak. 
Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa 
menyewa, karena dalam transaksi bagi hasil hubungannya bukan antara penjual 
dengan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi 





modal tersebut. Jadi, tidak ada pihak yang telah melaksanakan kewajiban namun 
masih tertahan haknya. Shahibul maal telah melaksanakan kewajibannya, yaitu 
memberikan sejumlah modal, yang memproduktifkan (mudharib) juga telah 
melaksanakan kewajibannya, yaitu memproduktifkan modal tersebut. Hak bagi 
shahibul maal dan mudharib adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan 
tersebut, sesuai kesepakatan awal apakah bagi hasil itu akan dilakukan atas 
pendapatan atau keuntungan. 
Ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan 
tabungannya. Di samping itu, dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti 
akan hasil yang akan datang. Hasil investasi dimasa yang akan datang sangat 
dipengaruhi beberapa  faktor, baik faktor yang dapat diprediksikan maupun tidak. 
Faktor-faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya adalah berapa 
banyak modal, berapa nisbah yang disepakati, berapa kali modal dapat diputar. 
Sementara faktor efeknya tidak dapat dihitung secara pasti atau sesuai dengan 
kejadian return (perolehan usaha). 
Berdasarkan hal di atas, maka dalam mekanisme investasi menurut Islam, 
persoalan nilai waktu uang (Time Value of Money) yang diformulasikan dalam 
bentuk bunga adalah tidak diterima (ditolak). Dengan demikian, perlu dipikirkan 
bagaimana formula pengganti yang seiring dengan nilai dan jiwa Islam. 
Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut 





                            
                          
                  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang 
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 
dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih.  
 
QS Luqman/31:34 
                              
                         
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 
dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. (QS Luqman/31:34) 
 
Dari ayat di atas, sungguh sangat jelas bahwa kita tidak akan mengetahui apa-
apa yang akan terjadi dihari esok. Oleh sebab itu, konsep Time Value Of Money di 
tolak dalam ekonomi Islam. Hal ini juga di pertegas dalam sebuah hadis yang 
artinya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 
 “Waktu itu seperti pedang, jika kita tidak bisa menggunakan dengan baik, 
maka ia akan memotong kita”.  
 
Menurut Sayyid Qutb Waktu itu hidup. Namun, penghargaan Islam terhadap 





D. Akad Murābaḥah 
Murābaḥah menurut bahasa berasal dari kata “ribh” yang artinya 
keuntungan. Kata murābaḥah merupakan bentuk mutual yang bermakna “saling”. 
Jadi murābaḥah artinya saling mendapatkan keuntungan. Murābaḥah menurut 
terminologi ilmu fikih adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan 
keuntungan yang jelas (Ash-Shawi dalam Ridlo, 2012). Murābaḥah merupakan salah 
satu akad bai’ (jual beli), yaitu dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang 
yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah 
pihak, pembeli dan penjual (Wiyono dan Maulamin, 2013: 34).  Sejalan dengan 
penjelasan tersebut, menurut Nurhayati dan Wasilah (2009: 160), murābaḥah adalah 
transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan 
pembeli. 
Menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murābaḥah Paragraf 5, 
murābaḥah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan 
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 
perolehan barang tersebut kepada pembeli. Berdasarkan definisi diatas, ada tiga 
karakteristik utama transaksi murābaḥah, yaitu: 
1. Transaksi jual-beli; pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual dalam arti 
yang sesungguhnya, bukan sebatas perantara ataupun pihak yang memiliki 





2. Pengungkapan kos/harga biaya perolehan barang; penjual berkewajiban 
mengungkapkan harga perolehan barang yang diperjual-belikan kepada pembeli. 
3. Penetapan margin keuntungan; pembeli dan penjual bersepakat atas besarnya 
margin keuntungan/pendapatan yang diterima penjual. 
Landasan syariah mengenai murābaḥah secara langsung tidak ditemukan di 
dalam Al-Qur’an, melainkan sejumlah ayat mengenai jual-beli, laba, rugi dan 
perniagaanlah yang banyak ditemukan dan menjadi acuan dihalalkannya jual-beli 
murābaḥah dan diharamkannya ribā, diantaranya QS Al-Baqarah/2:275  
                       
                                  
                                
                 
Terjemahnya: 
 Orang-orang yang Makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
ribā), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil ribā), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. 
 
QS An-Nisa/4:29  
                           








Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
 
Selain itu, ada pula beberapa hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 
yang membahas tentang perniagaan. Salah satunya yaitu Hadist Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang artinya:  
“Dari Suhaib Ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual Beli secara 
tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah). 
 
 Oleh sebab itu, jumhur ulama membolehkan jual-beli murābaḥah 
berdasarkan dalil-dalil seperti di atas yang membahas mengenai jual-beli, laba, rugi 
dan perniagaan selama tidak menyalahi syariat Islam yang ada. 
1. Jenis Murābaḥah 
Berdasarkan PSAK nomor 102 tentang Murābaḥah, murābaḥah dapat 
dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murābaḥah berdasarkan 
pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. 
Murābaḥah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat 
nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murābaḥah pesanan 
mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murābaḥah yang 
telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murābaḥah pesanan mengikat mengalami 





penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan 
mengurangi nilai akad. 
Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara penyerahan barang 
dan beberapa cara pembayaran juga. Menurut Wiroso (2010:77-79), dilihat dari 
proses pengadaan barang murābaḥah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Murābaḥah dengan pesanan, dalam murābaḥah jenis ini pengadaan barang yang 
merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Apabila 
tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang 
sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari 
persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien sehingga proses pengadaan 
barang sangat dipengaruhi oleh proses jual belinya. 
2. Murābaḥah tanpa pesanan, murābaḥah jenis ini merupakan murābaḥah yang 
bersifat tidak mengikat. Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek 
jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang 
membeli atau tidak. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum 
yang harus dipelihara, dengan memperhatikan jangka waktu pengiriman, 
kelangkaan barang dan sebagainya. 
Pembayaran murābaḥah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Bank 
dapat memberikan potongan apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat 
waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dengan syarat tidak 
diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank. 





setelah akad murābaḥah disepakati. Dalam murābaḥah, urbun harus dibayarkan oleh 
nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan 
piutang murābaḥah apabila murābaḥah jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan 
dalam pembayaran angsuran). tetapi apabila batal, urbun dikembalikan kepada 
nasabah setelah dikurangi dengan potongan urbun oleh pemasok, biaya adminitrasi, 
dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan aset lainnya. Apabila terdapat 
uang muka dalam transaksi murābaḥah berdasarkan pesanan, maka keuntungan 
murābaḥah didasarkan pada porsi harga yang dibiayai oleh bank. 
2. Komponen Yang Digunakan Dalam Penentuan Margin 
Bank Syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk 
pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contract (NCC), yakni akad bisnis 
yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun 
waktu (timing), seperti pembiayaan murābaḥah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, 
salam, dan istishna. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran 
secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa 
berdasarkan akad murābaḥah, salam, istishna’ dan atau ijarah disebut sebagai 
piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah 
pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian 
pembiayaan (Andriani 2015). Dari pembiayaan tersebut muncullah yang namanya 
margin. Margin keuntungan menurut Karim dalam Andriani (2015) adalah 





terlebih dahulu harus menentukan seberapa besar harga jual yang akan di berlakukan 
pada pembiayaan tersebut. 
Menurut Muhammad (2004:116-120), terdapat empat metode penentuan 
harga jual yang diterapkan pada bisnis atau bank konvensional yang berimplikasi 
pada tingkat margin akad murābaḥah. Keempat metode tersebut antara lain: 
a. Mark-up Pricing 
Metode mark-up pricing ini adalah menentukan harga jual dengan memark-up 
biaya produksi barang yang bersangkutan. 
- Mark-up Price = Biaya per unit / pendapatan penjualan yang diharapkan 
- Biaya per unit = Biaya variabel + Biaya tetap / jumlah penjualan 
b. Target-return Pricing 
Metode target-return pricing atau Return on Investment (ROI) ini merupakan 
metode penentuan harga jual yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat 
pengembalian atas besarnya modal yang telah diinvestasikan. Perusahaan akan 
menetapkan tingkat pengembalian yang diharapkan atas modal yang telah 
diinvestasikan. 
- Target return price = biaya per unit + return yang diharapkan x modal                                            
investasi / jumlah penjualan 
c. Perceived-Value Pricing 
Dasar harga jual dalam metode ini tidak menggunakan harga seperti metode 





dengan ditambah atau melakukan perbaikan produk sebagai dasar harga jualnya 
untuk meningkatkan kepuasan nasabah. 
d. Value Pricing 
Metode ini digunakan untuk produk dengan kualitas tinggi. Perusahaan yang 
sukse mampu memproduksi produk berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien 
sehingga dapat menentukan harga di bawah pesaingnya.  
Penentuan harga dalam pembiayaan bank syariah dapat mengacu pada salah 
satu metode yang telah disebutkan di atas dengan tetap harus memperhatikan 
ketentuan-ketentuan syariah di dalamnya. Setelah harga jual telah ditetapkan, 
selanjutnya menentukan margin yang akan digunakan dalam pembiayaan tersebut. 
Penentuan margin murābaḥah bergantung pada aspek cost of fund (CoF), biaya 
overhead, cadangan penyisihan piutang, serta laba yang diinginkan (spread margin). 
Aspek-aspek yang menentukan besarnya margin murābaḥah ini sesuai dengan apa 
yang ditulis oleh Kasmir dalam Qomariyah (2014) yang menerangkan bahwa 
komponen yang digunakan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dalam 
perbankan konvensional antara lain: 
1. Cost of Fund (CoF)  
Cost of Fund (CoF) atau total biaya dana adalah biaya yang dikeluarkan bank 
untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan 
ataupun deposito. Total biaya dana ini tergantung dari seberapa besar bunga yang 
ditetapkan untuk memeroleh dana yang diinginkan. Sumber dana yang digunakan 





nasabah juga berasal dari dana deposito atau biasa disebut dengan “dana mahal”. 
Nasabah yang memiliki deposito di bank syariah tentunya menginginkan nisbah 
bagi-hasil dari dana yang disetorkan tersebut. 
2. Overhead Cost 
Overhead Cost (OHC) merupakan biaya operasional yang harus ditanggung 
oleh bank untuk melakukan setiap kegiatannya. Biaya operasional untuk sarana dan 
prasarana ini dapat berupa manusia maupun alat. Biaya ini terdiri dari biaya 
administrasi, biaya gaji pegawai, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. 
3. Risk Allowance 
Bank perlu mencadangkan risk allowance atau cadangan resiko kredit macet 
karena setiap kredit yang diberikan kepada nasabah tentunya memiliki resiko tidak 
terbayar baik yang timbul karena disengaja atau tidak disengaja. Bank harus siap 
menghadapi hal tersebut dengan cara membebankan sejumlah presentase tertentu 
terhadap kredit yang diberikan ke nasabahnya. 
4. Spread Margin 
Bank sebagai lembaga keuangan baik yang konvensional maupun yang 
syariah tentunya mempertimbangkan laba yang diinginkan atau spread margin 
dengan seksama karena besarnya laba yang diinginkan ini akan mempengaruhi 
besarnya bunga kredit. Pada umumnya, disamping bank melihat tingkat bunga bank 
lain sebagai kompetitornya, ia juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya 
jika proyek yang dibiayai adalah proyek milik pemerintah maka labanya pun berbeda 






Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. ALCO hanya tidak mempertimbang-kan pajak dalam 
menentukan margin murābaḥah pada bank syariah. Namun, diduga bahwa pajak ini 
sudah diperhitungkan pada overhead cost bank syariah. 
3. Metode Penentuan Margin Murābaḥah 
a. Metode margin proporsional, dihitung dengan pola angsuran pokok dan 
margin selalu sama besar setiap periode. Rumus perhitungan margin 
proporsional adalah:  
𝐴𝑛𝑔𝑠.𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛+𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 
Lama Periode Pembayaran 
 
Keuntungan metode ini adalah angsuran pokok dan angsuran margin yang selalu 
sama akan mempermudah nasabah memahami akad yang akan disepakati. 
Besarnya margin yang disepakati dan dipahami serta tidak berubah-ubah akan 
memperkecil kemungkinan resiko ribā. 
b. Metode margin anuitas dihitung dengan pola angsuran harga pokok yang 
semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Metode 







𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 × 𝑖 ×   1 
                                                                     n  ( 1+𝑖 )m 
                                                                                                              𝑛 
i = suku bunga   
m = periode pembayaran  
n = Jumlah tenor pembayaran 
Jika penjual menggunakan akad anuitas untuk akad murābaḥah maka dalam 
hal pengungkapannya akan mengacu pada PSAK 60 yang memungkinkan 
pengungkapan jumlah tercatat, nilai wajar, resiko kredit, penyisihan kerugian 
pembiayaan. Kelebihan penerapan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas 
adalah nasabah dapat melunasi angsuran margin yang lebih besar diawal daripada 
diakhir. Hal ini berarti akan membantu bank syariah memiliki kinerja yang bagus. 
Tetapi penerapan metode ini harus diikuti dengan pemahaman nasabah mengenai 
besarnya margin dan pokok pinjaman yang akan diangsur. Margin yang diberikan 
juga harus sesuai kesepakatan diawal. 
4. Penerapan Metode Proporsional Dan Metode Anuitas 
Penerapan metode proporsional maupun metode anuitas atas pada bank 
syariah tergantung dari substansi pembiayaannya. Jika substansinya adalah 
pembiayaan maka menggunakan PSAK 50, 55 dan 60 tetapi jika substansinya adalah 
jual beli maka menggunakan PSAK 102 yang telah direvisi. Hal ini pun dijelaskan 
juga dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Metode anuitas 
wajar digunakan jika transaksi tersebut adalah transaksi pembiayaan (financing) dan 





1. Metode Proporsional 
Metode proporsional atau flat (Thariqah Mubasyirah) adalah pengakuan 
keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, 
tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap 
jumlah piutang yang berhasil ditagih (al–atsman al-muhashshalah). Secara 
sederhananya,  jumlah  angsuran pokok dan margin murābaḥah setiap bulan sama 
besar. Besarnya nilai margin per bulan menggunakan rumus metode flat dihitung 
dengan mengalikan pokok pinjaman awal dengan persentase margin per bulan. Atau 
total pokok piutang murābaḥah (pokok+marin) dibagi jangka waktu angsuran. 
Prinsip dari metode flat adalah, angsuran pokok dan margin per bulannya tetap. 
Kelebihan dari metode ini adalah mudah dalam perhitungannya. 
Metode proporsional digunakan untuk transaksi murābaḥah yang memiliki 
resiko persdiaan barang yang signifikan. Resiko yang terkait dengan kepemilikan 
persediaan antara lain : 
a. Resiko perubahan harga persediaan 
b. Keusangan dan kerusakan persediaan 
c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan 
d. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. 
e. Resiko persediaan muncul jika LKS selaku penjual barang menyediakan secara 
mandiri objek murābaḥah yang dipesan oleh nasabah atau proses pengadaan 





Untuk pengakuan keuntungan murābaḥah dengan metode proporsional, 
dalam hal ini substansinya adalah jual-beli, maka acuan standar akuntansi yang 
digunakan adalah PSAK 102 tentang Akuntansi Murābaḥah. 
2. Metode Anuitas 
Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-
Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional 
atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase 
keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-
mutabaqqiyah). Secara sederhananya, pengakuan keuntungan murābaḥah dilakukan 
dengan mengalikan tingkat imbal hasil efektif (effective rate of return) dengan sisa 
pokok murābaḥah. Prinsip dari metode anuitas yaitu angsuran per bulannya tetap, 
dan margin dihitung berdasar pokok yang belum dibayar. Perhitungan anuitas lebih 
rumit dari metode flat, diperlukan program khusus untuk perhitungannya. 
Metode Anuitas digunakan untuk transaksi murābaḥah yang tidak memiliki 
resiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan. Transaksi murābaḥah yang 
tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap kepemilikan persediaan jika LKS 
mewakilkan pembelian barang murābaḥah kepada pihak lain termasuk kepada 
nasabah pemesan atau yang biasa disebut dengan murābaḥah dengan wakalah. 
Untuk pengakuan keuntungan murābaḥah dengan metode anuitas, dalam hal 
ini substansinya adalah pembiayaan, maka acuan standar akuntansi yang digunakan 





Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK 60 tentang Instrumen 
Keuangan : Pengungkapan. 
E. Ribā dan Bunga Bank 
Ribā menurut bahasa berasal dari kata Rabaa’-yarbu, ribā-an yang berarti Az-
Ziadah, tambahan (addition), bertambah (increase) atau tumbuh (grow). Secara 
teknis, istilah ini menunjuk pada tambahan dalam jumlah pokok yang dibebankan 
atas transaksi uang dengan uang, atau komoditi dalam transaksi komoditi dengan 
komoditi berdasarkan jangka waktu dan jumlah pinjaman. Al-Qur’an dan As-Sunnah 
secara tegas melarang dilakukannya transaksi atau kegiatan ekonomi yang 
mengandung ribā. Di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang membahas tentang 
larangan ribā beserta dampaknya, di antaranya yaitu QS An-Nisa/4:161. 
                                 
       
Terjemahnya: 
Dan disebabkan mereka memakan ribā, Padahal Sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih. 
 
 Selain itu, ada pula beberapa hadist Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
mengenai penegasan atas larangan praktik ribā, salah satunya yaitu: 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan kepada para pelaku 
ribā bahwa Allah Subhanahu wa ta’alaa akan melaknat kepada semua pihak yang 





“Allah melaknat orang yang memakan ribā, yang memberi makan dengannya, 
kedua saksinya, dan penulisnya, lalu beliau bersabda, “mereka semua itu 
adalah sama“. (HR. Muslim) 
Para fuqaha juga telah memberikan suatu konsensus atas larangan ribā, 
bahkan dengan cakupan yang lebih luas yang meliputi bunga dengan segala 
bentuknya. Konsensus ini telah disampaikan dalam berbagai forum internasional, 
antara lain Majma’ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965, dan 
pertemuan Komite Fiqih (Majma’ al-Fiqh al- Islamy) negara-negara OKI di Jeddah 
pada bulan Desember 1985, Majma’ Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy di Makkah 
1986. Di Indonesia, keputusan tentang keharaman ribā/bunga tersebut ditetapkan 
melalui fatwa MUI pada bulan Januari 2004. Dengan konsensus mutlak tersebut 
tidak ada ruang untuk berargumentasi bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam 
Islam. Karena itu beberapa pendapat minoritas yang menyatakan pandangan berbeda 
tidak melemahkan sedikitpun konsensus tersebut.  
Ada beberapa karakteristik yang mengidentifikasikan tingkat bunga yang 
dilarang, yaitu :  
1.  suku bunga positif dan ditetapkan sebelumnya (fixed ax-ante); 
2. suku bunga dikaitkan dengan periode waktu dan jumlah pinjaman; 
3. pembayaran bunga yang dijamin tanpa memperhatikan hasil atau tujuan 
pinjaman.  
Alasan yang paling mendasar dilarangnya ribā (bunga) adalah karena 





karena setiap tambahan (ribā) yang diambil tidak diikuti dengan adanya suatu 
transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan secara syari’ah. Yang 
dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisinis atau 
komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti 
transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Hal ini berbeda dengan 
transaksi simpan-pinjam dana yang berlaku pada perbankan konvensional, dimana 
pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu 
penyeimbang yang diterima peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang 
berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah peminjam 
diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam 
penggunaan kesempatan tersebut (Nizar, 2007). Berdasarkan hal tersebut menurut 
Nurhayati dan Wasilah (2009: 63), ribā dapat menimbulkan bencana besar umat 
manusia, karena ribā manusia menjadi sengsara, baik secara pribadi, individu, 
bangsa dan negara. Ribā hanya dapat menguntungkan kepentingan segelintir 
masyarakat dari kalangan lintah darat (pemungut ribā). 
F. Pandangan Syariah Islam tentang Time Value of Money 
Islam memandang uang sebagai flow concept. Artinya, uang harus berputar 
dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang 
terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Islam tidak mengenal konsep Time Value of 
Money, karena konsep ini menambah nilai kepada uang semata-mata dengan 





Time, yaitu waktu memiliki nilai ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang 
lebih efisien dan adil, serta tidak didasarkan pada penerapan metode bunga.  
Konsep Time Value of Money dalam ekonomi konvensional merupakan 
sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan 
tidak ada di ilmu keuangan. Konsep ini muncul karena adanya anggapan uang 
disamakan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup untuk waktu tertentu dapat 
menjadi lebih besar dan berkembang. Jelas hal ini keliru besar karena uang bukanlah 
makhluk hidup yang dapat berkembang biak.  
Dalam menghitung pertumbuhan populasi digunakan rumus (Muhammad, 
2016:68-69): 
Pt = Po (1+r) 
Keterangan: 
Pt    adalah jumlah populasi pada tahun t 
Po   adalah jumlah populasi saat ini 
r      adalah tingkat pertumbuhan populasi 
Rumus ini kemudian diadopsi begitu saja dalam ilmu keuangan sebagai teori 
bunga majemuk menjadi: 
FV = PV (1+r) 
 
Keterangan: 
FV adalah future value, jumlah nilai uang pada masa depan 
PV adalah present value, jumlah nilai uang saat ini 
r      adalah tingkat suku bunga 
 
Jadi, future value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-
t; present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0; dan 





menunjukkan bahwa Time Value of Money merupakan konsep yang keliru besar, 
karena uang bukanlah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. 
Dalam praktik ekonomi konvensional, uang disamakan dengan sel, sehingga 
dianggap hidup dan selalu berkembang dalam hitungan waktu. Uang bukanlah 
sesuatu yang hidup dan berkembang dengan sendirinya. Implikasi dari ini semua 
dalam dunia bisnis selalu dihadapkan pada untung rugi. Keuntungan dan kerugian 
tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Keuntungan yang diperoleh 
dalam bisnis tidak hanya keuntungan dunia, namun yang dicari adalah keuntungan 
akhirat juga (Muhammad, 2016:69).  
Dalam prinsip Time Value of Money, uang dengan jumlah yang sama 
sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini 
memaksakan kreditur untuk melakukan discount (bunga) terhadap rate tertentu 
dengan tidak mempertimbangkan risiko terhadap debitur. Keadaan yang demikian 
sebagaimana yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh 
ekonomi Islam, yaitu keadilan “al qhumu bi qhurmi” (mendapatkan hasil tanpa 
mengeluarkan risiko) dan “al kharaj bi la dhama” (memperoleh hasil tanpa 
mengeluarkan biaya) (Muhammad, 2016:80). Jadi, faktor yang menentukan nilai 
waktu itu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif 
(tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Hal 
ini jika ditarik dalam konteks ekonomi, maka bentuknya adalah diperoleh setelah 
menjalankan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, barang siapa yang melaksanakan 





Lebih lanjut, Imam Nawawi memberikan definisi terkait penambahan nilai 
uang yang hanya didasarkan pada nilai waktu adalah kategori ribā sebagaimana 
pernyataan: 
بلط ةدايزلا يف لاملا ةدايزب لجلأا 
Terjemahnya:  
“Penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.” 
 
Islam telah melarang dan tidak membolehkan ribā. Secara umum dapat 
dipahami bahwa menurut jumhur ulama, ribā adalah pengambilan tambahan baik 
dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau dengan 
cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, 
ekonomi Islam tidak mengenal bunga, karena bunga sesungguhnya masuk ke dalam 
kategori ribā. 
Dengan demikian, konsep Time Value of Money tidak dapat diterapkan 
dalam ekonomi Islam, karena konsep tersebut masih mengandung unsur bunga. 
Sebagaimana para ulama sepakat bahwa bunga hukumnya sama dengan ribā 
(haram). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:278 
                         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa 
ribā (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa Time Value of Money banyak dikritik dalam 
ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis bagi hasil. 





nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil. Inilah maknanya ajaran 
Islam yang menganjurkan menggunakan konsep Economic Value of Time. Artinya, 
waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang memiliki nilai waktu. 
G. Rerangka Konseptual 
Rerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang 
fenomena yang terjadi pada perbankan syariah. Rerangka konseptual ini 
dikembangkan dari pemahaman mengenai sistem margin akad murābaḥah yang 
cenderung mengandung praktik ribāwi khususnya unsur Time Value of Money. 
Praktik tersebut harus dihilangkan dengan mengembalikannya kepada konsep dasar 
akuntansi syariah itu yang tidak lain terkandung dalam Shari’ah Enterprise Theory. 
SET juga tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan 
pertanggungjawaban, yang apabila kesemuanya di praktikkan dengan baik akan 
menghasilkan kemaslahatan bagi direct stakeholders dan inderect stakeholders. 
Selain itu, bank syariah juga harus menjalankan nilai-nilai dalam konsep Maslaḥah 
yang tidak lain juga merupakan salah satu konsep dasar dalam akuntansi syariah. 
Economic Value of Time juga muncul sebagai anti-tesis dari konsep Time Value of 
Money yang erat kaitannya dengan ribā.  
Dari beberapa teori dan konsep diatas, masing-masing akan digunakan 
sebagai alat analisis terhadap sistem margin akad murābaḥah yang terdapat pada PT 
BNI Syariah Cabang Makassar, yang dimaksudkan untuk mengeliminasi praktik 





tersebut. Berikut adalah Rerangka Konseptual yang dibangun dalam memecahkan 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dan bersifat  deskriptif. 
Penelitian Kualitatif ini didasarkan pada teori-teori yang telah disebutkan oleh para 
peneliti dengan berbagai istilah-istilah yang ada seperti paradigma, konsep, teori, 
metodologi, metode dan lainnya (Poerwandi, 2011). Cakupan metode kualitatif yakni 
sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan 
visual yang menggambarkan makna keseharian. Penulis menggunakan penelitian 
kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, karena 
dengan penelitian kualitatif penulis yakin mampu menangkap fenomena yang terjadi 
pada perbankan syariah, khususnya pada akad murābaḥah dalam penerapan sistem 
marginnya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan 
penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara 
suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat atau populasi (Sinamo, 2009). 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di PT. BNI Syariah Cabang Makassar yang merupakan 
salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 





Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan jasa perbankan 
tersebut, sehingga membuatnya menjadi salah satu perbankan yang dekat dengan 
rakyat yang unggul saat ini, hal ini menjadi alasan mengapa perusahaan ini menjadi 
setting penelitian. Bank ini juga dipilih karena merupakan salah satu Bank Syariah 
yang beroperasi di Indonesia dengan konsep Syariah dalam dunia perbankan. Dengan 
asumsi PT. Bank BNI Syariah punya jangkauan lebih dekat dengan rakyat dan 
pengembangan usaha-usaha kecil menengah. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi 
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman 
yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini 
dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau 
memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan tersebut yaitu karena 
memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus 
berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik 
akuntansi itu sendiri dengan memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan. 
Pada saat menginterpretasi apa yang dipahami pihak bank tentang pengelolaan 
produk-produk bank yang berbasis nilai-nilai Islam dengan memfokuskan pada 
penerapan implementasi sistem margin produk murābaḥah pada PT. BNI Syariah 
Cabang Makassar maka dibutuhkan pedoman dalam pemaknaannya yaitu Al-Qur’an 





C.  Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 
kuantitatif. Data kualitatif adalah data berkaitan dengan non angka yang bersifat 
deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan. 
Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berkaitan dengan angka-angka 
seperti contoh angsuran. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 
dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak PT. Bank BNI 
Syariah Cabang Makassar. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian 
ini yaitu berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data-data 
penelitian dan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung 
pada saat penelitian yang diperoleh dari PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada hasil 
penelitian nantinya oleh karena itu peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan 







Dalam wawancara peneliti akan mencatat opini dan hal lain yang berkaitan 
dengan penelitian yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian ada banyak 
informasi yang akan didapat dari hasil wawancara tersebut. Wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti adalah dengan komunikasi langsung pada informan, dengan 
mengajukan pertanyaan secara lisan yang dilakukan melalui tatap muka. 
2. Studi Pustaka 
Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam menganalis data. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal atau referensi 
lainnya seperti profil PT. BNI Syariah yang digunakan sebagai referensi (panduan) 
terkait dengan topik yang membantu dalam menganalisis data. 
3. Internet 
Selain memperoleh data primer dari informan, peneliti juga memperoleh data 
dari internet yang berkaitan dengan informasi mengenai produk-produk PT. Bank 
BNI Syariah. Dengan melalui internet peneliti berharap dapat menemukan data yang 
diperlukan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini dalam memperoleh data yang diinginkan 
adalah perekam suara, handphone, kamera dan alat tulis. Peneliti menyiapkan 





pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama 
wawancara dilakukan, mencatat hal yang penting dan foto bersama dengan informan 
untuk membuktikan hasil penelitian tersebut. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
interpretatif-kualitatif dengan model analisis interaksi. Analisis data dalam penelitian 
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sampai selesainya pengumpulan 
data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan pada saat wawancara. Adapun tahap 
dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi 
(interactice analysis models), yaitu: 
1.  Pengelompokan Data 
Proses pengelompokan data dilakukan untuk mempermudah proses analisis 
data, dimana data hasil wawancara akan dikelompokkan berdasarkan tingkat 
kesamaan data. Pengelompokan didasarkan pada hal-hal yang dapat menunjukkan 
penerapan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
2. Analisis dengan Pendekatan Fenomenologi : Interpretasi Teks 
Setelah data  tersebut  dikelompokkan,  tahap  selajutnya  adalah proses 
interpretasi teks. Pada awalnya jawaban para informan yang berupa teks dianalisis, 
sesuai tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi. Kemudian 
dilakukan sebuah interpretasi atas pengelolaan bank oleh para informan yang 





menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Hal ini dilakukan sesuai dengan 
metode kritik dalam Islam yang akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-
prinsip syariah dengan menghindari sikap muwazanah. 
3. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 
Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan, 
sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 
dan sejenisnya. Penyajian data juga akan membantu dalam memudahkan untuk 
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan dengan teks 
yang bersifat naratif. 
4. Kesimpulan/Verifikasi (Verification) 
Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan 
lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan juga diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 
melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada 
catatan-catatan lapangan. Kesimpulan akhir dari penelitian yaitu menemukan 
bagaimana mengoptimalkan Economic Value of Time dalam meniadakan unsur Time 






G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data sering dinamakan kredibilitas. 
Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama yaitu peneliti tidak dapat 100% 
independen dan netral dari research setting dan penelitian kualitatif sangat tidak 
terstruktur (messy) dan sangat interpretive. Dalam pencapaian kredibilitas terdapat 
Sembilan prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif : 
triangulation, disconfirming evidence, research reflexivity, member checking, 
prolonged engagement in the field, collaboration, the audit trail, thick and rich 
description and peer debriefing. 
Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang 
memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka peneliti 
menggunakan prosedur triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah 
triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori. Menurut Denkin dalam 
Rahardjo (2017), triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, triangulasi 
antar peneliti, triangulasi sumber dan triangulasi teori. Namun peneliti hanya 
menggunakan tiga dari empat jenis triangulasi untuk menyelaraskan dengan 
penelitian ini, yaitu : 
1.  Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 
informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam 
penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 





utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara dan 
observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga 
bisa menggunakan informan yang berbeda mengecek kebenaran informasi 
tersebut. Melalui beberapa perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 
yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data 
atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 
kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks 
atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. 
Namun demikian, traingulasi aspek lainya tetap dilakukan. 
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara 
dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant 
obervation), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau 
tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan 
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan 
pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 
Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 
kebenaran yang handal. 
3. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi 
atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan 
perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual peneliti atas 





meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali 
pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah 
diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert 
judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-







HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah 
Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem 
perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan 
maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang 
lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada 
tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 
kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. 
Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor 
Cabang Pembantu. 
Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor 
Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet 
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional 
perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. 
Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma’ruf 
Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah 
memenuhi aturan syariah. 
PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19 Juni 




PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut BNI Induk) yang 
beroperasi sejak 29 April 2000. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia 
Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha 
kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 
ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 
2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya 
BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 
2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu 
dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara 
(SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, 
komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan 
kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. 
Proses Spin Off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank 
Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat 
nomor 12/2/DPG/DPbS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT 
Bank BNI syariah. Pada Tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 
159, Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
ke dalam PT Bank BNI syariah dan Akta Nomor 160, Akta pendirian PT Bank BNI 
syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari 




pengesahan melalui keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor AHU-15574. AH. 01. 01, Tanggal 25 Maret 2010. 
Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan spin off UUS BNI 
pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut: 
1. Aspek Eksternal 
Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, Pertumbuhan bisnis 
dan kesadaran konsumen yang kian meningkat. Regulasi untuk industri perbankan 
syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 
tanggal 16 juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 19 Tahun 
2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia 
Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak 
termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk yang 
berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi 
perkembangan industri perbankan syariah di masa depan. 
2. Aspek Internal 
Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam Corporate 
Plan tahun 20003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah 
dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya, dalam pengembangan 
bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan 




Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, 
dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan 
kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen. 
Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya spin off: 
1. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri 
perbankan syariah. 
2. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik 
maupun global. 
3. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis. 
4. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil 
keputusan-keputusan bisnis ke depannya. 
5. Pemisahan (spin off) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik 
(market best practice) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam 
pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan 
efisiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik. 
Dari aspek strategis dengan dilakukannya spin off diharapkan akan 
memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain: 
a) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah 
b) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra 
c) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi 




e) Memberikan manfaat bagi pemegang saham 
f) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah 
g) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah. 
Dengan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah 
terus mengalami pertumbuhan usaha yang sangat baik. Setiap tahun, pertumbuhan 
usaha BNI Syariah berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di 
Indonesia. Hingga akhir tahun 2016, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp 28,3 
triliun dan menjadi salah satu yang terbesar diantara pemain di industri perbankan 
syariah nasional. 
Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada 
Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I sebesar 
Rp 500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah 
sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (equivalent rate) sebesar 9,25% 
per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy) dari Pefindo. 
BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya. 
Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga 
senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan 
bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas 
Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku. 
Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber daya 




aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.450 pegawai di mana proses 
pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi 
yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah 
selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung 
dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah 
tersertifikasi ISO 9001:2008. 
Hingga kini, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 1 kantor Wilayah, 
68 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor 
Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 29 Payment Point. Selain itu, nasabah BNI 
Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Induk (Sharia 
Channelling Office/SCO) yang tersebar di 1.490 outlet di seluruh wilayah Indonesia 
dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset. 
2. Visi dan Misi  
a. Visi BNI Syariah 
 Visi BNI Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang 
unggul dalam layanan dan kinerja”. 
b. Misi BNI Syariah 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian 
lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. 




4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan 
berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 
 Visi dan Misi BNI Syariah telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris 
BNI Syariah pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan SK Direksi 
No.BNISy/DIR/403. 
3. Tata Nilai dan Budaya Kerja PT Bank BNI Syariah 
Tata nilai dan keyakinan yang dijadikan pedoman dalam berperilaku dalam 
sebuah organisasi menjadi bagian penting bagi pencapaian tujuan yang ingin dicapai 
dan keberlangsungan suatu organisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 
PT Bank BNI Syariah berpedoman pada dasar hukum syariah yaitu Al-Qur’an dan 
hadits, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan 
dalam setiap perilakunya. Tata nilai dan keyakinan dalam berperilaku ini dirumuskan 
dalam budaya kerja PT Bank BNI Syariah yaitu; amanah dan jamaah. 
a. Amanah 
1. Jujur dan menepati janji 
2. Bertanggung jawab 
3. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik 
4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah 






1. Peduli dan berani memberi maupun menerima 
2. umpan balik yang konstruktif 
3. Membangun sinergi secara profesional 
4. Membagi pengetahuan yang bermanfaat 
5. Memahami keterkaitan proses kerja 
6. Memperkuat kepemimpinan yang efektif 
Hasanah merupakan Tata Nilai Perusahaan (Corporate value) BNI Syariah 
yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah 
dapat mudah dikenal. 
Tata Nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara 
membangun nilai – nilai, baik pada setiap Produk, Jasa serta perilaku keseharian 
Insan hasanah. Sosok Insan hasanah dicapai secara kolektif dengan melaksanakan 
pilar-pilar Amanah dan Jamaah. 
4. Susunan Organisasi PT Bank BNI Syariah 
a. Dewan Komisaris 
1)  Komisaris utama (independen) : Hartadi A. 
2)  Komisaris Independen : Fero Poerbonegoro 
3)  Komisaris Independen : Sofyan Syafri Harahap 
4)  Komisaris Independen: Acep Riana Jayaprawira 
b. Dewan Direksi 




2)  Direktur Bisnis: Imam Teguh Saptono 
3)  Direktur Kepatuhan dan Penunjang: Bambang Widjanarko 
4)  Direktur Operasional: Junaidi Hisom 
c. Dewan Pengawas Syariah 
1)  Ketua: K.H. Maf’ruf Amin 
2)  Anggota: Hasanuddin 


































SH  : Sales Head 
CPH  : Customer P Head 
CSH  : Customer Service Head 
OH  : Operational Head 
RR  : R Relationship 
CS  : Customer Service 
6. Landasan Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar 
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir kali dilakukan 
perubahan pada 7 Januari 2016, yang tertuang dalam Akta No.4 tanggal 7 Januari 
2016, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta. Pada pasal 3 
disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI Syariah adalah menyelenggarakan usaha 
perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 
perundangundangan yang berlaku.  
B. Fasilitas Pembiayaan Akad Murābaḥah pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar 
Produk pembiayaan akad Murābaḥah pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar didasarkan pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murābaḥah. Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai 
berikut: 
Pertama : Ketentuan Umum Murābaḥah dalam Bank Syariah: 




2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati 
kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas ribā. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 
jika pembelian dilakukan secara hutang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual 
senialai harga beli plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur 
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu 
tertentu yang telah disepakati. 
8. Pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah 
terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 
ketiga, akad jual beli murābaḥah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, 
menjadi milik bank. 
Kedua : Ketentuan Murābaḥah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang/ aset 
kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset 




3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus 
menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Kedua 
belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat 
menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus 
dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank 
dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternative dari uang muka, 
maka : 
a. Jika nasabah membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar 
kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka 
tidak mencukupi,nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Murābaḥah: 
1. Jaminan dalam murābaḥah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 
Keempat : Hutang dalam Murābaḥah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murābaḥah tidak ada 





2. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 
menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murābaḥah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian 
hutangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau salah satu pihak 
tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan 
Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan. 
Keenam : Bangkrut dalam Murābaḥah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus 
menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan 
kesepakatan. 
 Selain dari fatwa di atas, masih ada beberapa fatwa yang berkaitan dengan 
pembiayaan murābaḥah Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka 
Dalam Murābaḥah, Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam 
Murābaḥah, Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah 
Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 
tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābaḥah, Fatwa DSN No: 46/DSN-
MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murābaḥah, Fatwa DSN No: 4/DSN-




Mampu Membayar, Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan 
Kembali Tagihan Murābaḥah, dan Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 
Konversi Akad Murābaḥah. 
 Fatwa-fatwa yang telah disebutkan di atas menjadi pedoman bagi PT Bank 
BNI Syariah Cabang Makassar dalam menjalankan produk pembiayaan 
murābaḥahnya disamping aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan lain yang berkaitan 
dengan akad murābaḥah itu sendiri. 
 Adapun rukun dan syarat dari transaksi murābaḥah yaitu: 
1. Rukun dari transaksi murābaḥah adalah : 
a. Pihak yang berakad : penjual dan pembeli 
b. Objek yang diakadkan : Barang yang diperjualbelikan dan harga 
c. Akad atau sigot serah atau ijab dan terima atau qabul 
2. Syarat dalam transaksi murābaḥah adalah : 
a. Pihak yang berakad : 
 Cakap hukum 
 Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa ( dibawah tekanan ) 
b. Objek yang diperjualbelikan : 
 Tidak termasuk yang diharamkan 
 Bermanfaat 
 Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan 




 Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima 
pembeli 
c. Akad ( sigot ) : 
 Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad 
 Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun 
harga yang disepakati 
 Tidak mengandung klausul yang besifat menggantungkan keabsahan 
transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang 
 Tidak membatasi waktu, misal : saya jual ini kepada anda untuk jangka 
waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali 
C. Prosedur Pembiayaan Akad Murābaḥah pada PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar 
1. Nasabah datang ke Bank BNI Syariah untuk memperoleh pembiayaan, baik 
itu berupa pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. 
2. Selanjutnya akan ditangani oleh bagian Asisten Pembiayaan, disini calon 
nasabah akan diberikan informasi mengenai pembiayaan yang cocok dengan 
keperluan calon nasabah, wawancara awal dan permintaan berkas yang 
diperlukan bank. Pada tahap ini, pihak bank terlebih dahulu menanyakan 
profil nasabahnya. 
3.  Dari bagian Asisten Pembiayaan berkas selanjutnya diberikan ke Bagian 




pemeriksaan kelengkapan berkas calon nasabah dikembalikan ke Asisten 
Pembiayaan. 
4.  Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya akan diberikan ke Penyedia 
Pembiayaan untuk kemudian diperiksa. Penyedia akan memeriksa 
kelengkapan berkas calon nasabah, jika sudah lengkap maka akan 
dilanjutkan ke Pimpinan Cabang tetapi jika belum akan dikembalikan ke 
Asisten Pembiayaan untuk dilengkapi. 
5.  Pimpinan Cabang akan memverifikasi berkas calon nasabah dan akan 
memberikan pendapat tentang pengajuan pembiayaan calon nasabah. 
6.  Selanjutnya dikembalikan ke Asisten Pembiayaan untuk diperiksa dan 
dilengkapi kembali jika ada berkas yang masih harus dipenuhi calon nasabah 
dan menanggapi pendapat yang diberikan Pimpinan Cabang. 
7.  Selanjutnya diberikan ke Penyedia Pembiayaan untuk diperiksa 
kelengkapannya dan melihat tanggapan Asisten atas pendapat Pimpinan 
Cabang. 
8. Dilanjutkan ke Pimpinan Cabang untuk pemeriksaan dan pengambilan 
keputusan Pimpinan Cabang untuk menerima atau menolak pengajuan 
pembiayaan calon nasabah. 
9. Diberikan ke Wakil Pimpinan Cabang untuk dipelajari dan periksa 
kelengkapan berkas calon nasabah. 
10. Jika Pimpinan Cabang sepakat untuk memberikan, maka akan dikembalikan 




11. Selanjutnya dari Asisten Pembiayaan akan diberikan ke Bagian Operasioal 
untuk diproses pemberian pembiayaan serta pelaksanaan ijab-qabul antara 
bank dan nasabah. 
Alur pembiayaan yang telah dijelaskan diatas adalah alur pembiayaan 
sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. 
Selain itu, menurut keterangan yang disampaikan oleh sales assisten PT Bank 
BNI Syariah Cabang Makassar, 
“Kita tanyakan dulu profil nasabahnya, profil nasabahnya itu pegaiwaikah atau 
pengusahakah atau profesional karena itu akan bersinggungan dengan 
persyaratannya. Kalau profilnya pegawai otomatis perlakuannya beda, 
prosesnya juga lebih cepat, marginnya juga lebih rendah. Untuk tiga profil itu 
marginnya beda-beda”. 
 
Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa setiap nasabah yang termasuk 
dalam ketiga kategori tersebut memiliki perlakuan yang berbeda-beda apabila akan 
melakukan pembiayaan murābaḥah. 
D. Penerapan Aturan Baru Mengenai Pengakuan Keuntungan Murābaḥah 
Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang 
Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al- Murābaḥah (Pembiayaan 
Murābaḥah) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa 
pengakuan keuntungan murābaḥah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang 
(al-tujjar), yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan ‘urf 




keuntungan al-tamwil bi al-murābaḥah (pembiayaan murābaḥah) dalam bisnis yang 
dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional 
(thariqah mubasyirah) dan secara anuitas (thariqah al-hisab ‘al-
tanazuliyyah/thariqah tanaqushiyyah) selama sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) yang 
berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah (DSN, 2012). 
Fatwa tersebut ditanggapi oleh DSAS IAI dengan mengeluarkan Buletin 
Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam murābaḥah. Melalui buletin ini 
DSAS IAI menyatakan bahwa entitas yang melakukan pembiayaan harus mengacu 
pada PSAK 50, 55 dan 60 dan PSAK lain yang relevan (IAI, 2013). Dalam revisi 
PSAK, penerapan metode anuitas tersebut diakomodir oleh PSAK 50: Instrumen 
keuangan: pengakuan dan pengukuran, PSAK 55: Instrumen keuangan: penyajian dan 
PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan. Menurut PSAK 102 tentang PSAK 
50, 55 dan 60 dijelaskan bahwa: “Terdapat pendapat yang menganggap bahwa PSAK 
50, 55 dan 60 tidak dapat diterapkan pada transaksi berbasis syariah, dalam hal ini 
transaksi murābaḥah, karena konsep yang melekat dalam PSAK tersebut tidak sesuai 
dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah konsep bunga sebagai landasan dalam 
transaksi utang piutang dan perhitungan anuitasnya”. 
Karena kesimpangsiuran mengenai metode tersebut maka DSAS telah 
merevisi ulang PSAK No.102 Tahun 2007 menjadi ED PSAK 102, Wibasana dalam 
Fatmawati (2013) menjelaskan bahwa : “Dengan revisi 102 akan memperjelas pelaku 
industri keuangan syariah dan revisi ini dilatarbelakangi pula keluarnya Fatwa Dewan 




pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu tentang metode pengakuan keuntungan Tamwil 
bi Al Murābaḥah atau pembiayaan murābaḥah di lembaga keuangan syariah pada 
tahun lalu.”  
Adanya fatwa-fatwa yang menyebutkan bahwa konsep bunga itu haram dan 
akad murābaḥah yang bebas ribā itu mengingatkan pada permasalahan terkait dengan 
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yaitu tentang 
metode pengakuan keuntungan Tamwil bi Al Murābaḥah. Dalam fatwa MUI Nomor 
84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan khusus pembiayaan murābaḥah poin 4 
menyebutkan bahwa, “Metode pengakuan keuntungan Tamwil bi Al Murābaḥah yang 
ashlah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas.” Fatwa tersebut yang 
membuat masyarakat semakin bingung, karena di dalam PSAK 50, 55 dan 60 juga 
mengatur mengenai metode anuitas akan tetapi dalam PSAK tersebut juga 
mengenakan konsep bunga dalam hal utang piutang. 
Keluarnya Bultek 9 memunculkan beberapa isu terkait kriteria murābaḥah 
yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, tanggal efektif, dan 
ketentuan transisinya. Selain itu entitas yang menerapkan PSAK 55, PSAK 50, dan 
PSAK 60 atas transaksi murābaḥah memerlukan persiapan sebagaimana dalam 
penerapan PSAK tersebut sebelumnya atas instrumen keuangan. Bultek 9 tidak dapat 
mengatur tanggal efektif dan ketentuan transisi karena bukan bagian dari SAK. DSAS 
IAI memutuskan untuk merevisi PSAK 102 untuk mengatasi permasalahan dalam 




Secara umum perbedaan antara PSAK 102 (revisi 2013) dengan PSAK 102 
(2007) adalah dari segi jenis murābaḥah-nya, yaitu dalam PSAK 102 revisi (2013) 
disebutkan bahwa murābaḥah yang merupakan jual beli diatur di PSAK (102) dan 
murābaḥah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli menggunakan PSAK 50, 
55 dan PSAK 60, sedangkan di PSAK 102 (2007) hanya dituliskan sebatas 
murābaḥah merupakan jual beli saja. 
E. Metode Proporsional dan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan 
Murābaḥah PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar 
Keuntungan yang diperoleh PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar dalam 
pembiayaan akad murābaḥah yang disalurkan kepada nasabah yaitu selisih dari harga 
pokok barang yang diperjual-belikan dengan harga jual barang tersebut kepada pihak 
nasabah, atau dalam hal ini disebut dengan margin. Berdasarkan fatwa DSN No. 
84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-
Murābaḥah (Pembiayaan Murābaḥah) di Lembaga Keuangan Syariah, metode 
anuitas mulai diterapkan oleh bank-bank syariah dalam produk murābaḥah-nya, 
termasuk PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Hal tersebut menimbulkan 
perbincangan dikalangan masyarakat khususnya pengamat ekonomi syariah 
dikarenakan metode anuitas juga diterapkan pada bank konvensional dalam 
pembiayaan kreditnya. Metode anuitas dalam bank konvensional biasa juga disebut 
sebagai metode bunga menurun. Metode ini lazim digunakan pada perbankan 




murābaḥah penggunaan metode proporsional atau metode anuitas tidak boleh 
menambah jumlah margin yang telah disepakati diawal. Penggunaan metode 
proporsional atau anuitas hanya sebagai alat untuk menentukan kapan margin 
keuntungan murābaḥah diakui sebagai pendapatan dan berapa jumlahnya. 
1. Metode Proporsional 
Metode proporsional atau flat adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan 
secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih 
dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil 
ditagih (al–atsman al-muhashshalah). Secara sederhananya,  jumlah  angsuran pokok 
dan margin murābaḥah setiap bulan sama besar. Besarnya nilai margin per bulan 
menggunakan rumus metode flat dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman awal 
dengan persentase margin per bulan. Atau total pokok piutang murābaḥah 
(pokok+marin) dibagi jangka waktu angsuran. Prinsip dari metode flat adalah, 
angsuran pokok dan margin per bulannya tetap. Kelebihan dari metode ini adalah 
mudah dalam perhitungannya. 
2. Metode Anuitas 
Metode anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-
Tanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional 
atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase 
keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-
mutabaqqiyah). Secara sederhananya, pengakuan keuntungan murābaḥah dilakukan 




pokok murābaḥah. Prinsip dari metode anuitas yaitu angsuran per bulannya tetap, 
dan margin dihitung berdasar pokok yang belum dibayar. Perhitungan anuitas lebih 
rumit dari metode flat, diperlukan program khusus untuk perhitungannya. 
F. Penerapan Metode Anuitas Dalam Transaksi Murābaḥah 
Penerapan metode anuitas dalam mengakui keuntungan yang didapat melalui 
sistem murābaḥah telah memunculkan berbagai polemik di masyarakat Indonesia. 
Karena anuitas memiliki karakter yang serupa dengan bunga yang diterapkan oleh 
perbankan konvensional, dan hal mendasar yang membedakan antara perbankan 
syariah dengan perbankan konvensional adalah bunga itu sendiri. Ketika Lembaga 
Keuangan Syariah menerapkan metode ini, tentu akan timbul sebuah pertanyaan 
besar dari masyarakat Indonesia terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Bagaimana 
mungkin Lembaga Keuangan Syariah mengadopsi metode anuitas dalam pengakuan 
keuntungannya pada sistem murābaḥah. Karena dengan digunakannya metode 
anuitas, itu artinya akad murābaḥah yang awalnya berorientasi pada akad jual beli 
telah berubah menjadi akad pembiayaan atau pinjam meminjam uang.  
Dalam proses negosiasi antara pihak bank dengan nasabah, pihak PT Bank 
BNI Syariah Cabang Makassar menjelaskan secara terinci terkait pembiayaan 
murābaḥah yang akan dilakukan nasabah dan juga memberikan pemahaman terkait 
berapa besar margin yang akan diterapakan pada produk murābaḥah tersebut. Seperti 




“Kita sampaikan kepada nasabah bahwa harga jual dari banknya sekian, DP-
nya sekian, pokok pembiayaannya sekian, keuntungan kita langsung sampaikan 
yang kita tentukan di awal. Jadi total pinjaman nya bukan lagi sekian tapi 
sekian yang di angsur selama misalnya selama 10-15 tahun. Hal demikian 
semuanya disampaikan pada saat akad. Semua yang terkait dengan margin, 
angsuran yang akan dilakukan oleh nasabah harus diperlihatkan kepada 
nasabah. Intinya harus transparan semuanya. Pemahaman tersebut dilakukan 
sampai nasabah mengerti, harus mengerti, jadi tidak ada keraguan di dalamnya. 
Namanya juga akad jadi harus semua tercapai syarat-syaratnya rukun-rukunnya. 
Kalo nasabah ragu yaa gak boleh akad, karena nanti kalau dia nunggak yang 
repot kita juga”. 
 
Hal tersebut memang harus dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah agar 
tidak melanggar ketentuan syariah yang ada, yaitu tidak boleh ada keraguan nasabah 
terhadap bank dalam akad yang dilakukannya. Jadi semua yang berhubungan dengan 
akad murābaḥah tersebut harus betul-betul transparan. Tetapi dari data yang 
didapatkan di lapangan, pemahaman terhadap nasabah mengenai besaran margin 
yang akan diperoleh oleh bank hanya sampai pada pemahaman seberapa besar margin 
yang ditetapkan dan seberapa besar angsuran per bulan yang akan dijalani oleh 
nasabah. Pemahaman pihak bank tersebut tidak sampai pada penjelasan metode yang 
seperti apa yang akan diterapkan oleh bank, apakah proporsional atau anuitas. 
Misalnya bank memberlakukan metode anuitas dalam pembiayaan tersebut, yang 
dimana besarnya angsuran bunga semakin lama semakin mengecil seiring berjalannya 
masa angsuran. Margin yang diberlakukan pada periode awal angsuran akan lebih 
besar daripada periode selanjutnya. Sedangkan untuk besarnya angsuran pokok 
semakin lama justru semakin besar. Angsuran pokok pada periode awal akan lebih 
kecil dari periode berikutnya. Pemahaman seperti ini tidak serta merta dijelaskan oleh 




nasabah sebelum melakukan akad agar nasabah tidak mengalami keraguan di 
dalamnya. 
Berdasarkan fatwa DSN MUI, seharusnya dalam sistem murābaḥah itu 
sendiri menggunakan dua metode yaitu metode proporsional dan metode anuitas, 
tetapi pada kenyataannya dalam praktek yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar hanya menggunakan metode anuitas saja dan sudah tidak 
menggunakan metode proporsional dalam sistem murābaḥah-nya. Seperti yang 
dikatakan oleh sales assisten: 
“Sekarang hanya anuitas yang digunakan, proporsional sudah tidak digunakan 
lagi”. 
 
Dalam prakteknya, pruduk murābaḥah PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar yang hanya menggunakan metode anuitas saja sudah jelas-jelas menyalahi 
aturan yang dibuat oleh DSN MUI. Penerapan yang hanya menggunakan metode 
anuitas saja ini dikarenakan beberapa alasan, salah satunya yaitu keuntungan yang 
diperoleh bank semakin besar dibanding dengan penggunaan metode proporsional. 
Sesuai dengan yang dikatakan oleh sales assisten: 
“Yaa pasti, keuntungan bank makin besar. Otomatis keuntungan bank makin 
besar kalau menggunakan anuitas. Kalau proporsional kecil. Nah ini semua 
sama dengan pola-pola konvensional tapi yang membedakan itu yaa itu tadi 
fatwa DSN”. 
 
Walaupun keuntungan bank semakin besar dengan penggunaan metode 
anuitas, bank seharusnya tidak melanggar ketentuan DSN MUI dengan meniadakan 




akan mengalami kerugian dan merasa tidak adil, yang dimana hal tersebut melanggar 
nilai-nilai syariah yang ada.  
Dalam prakteknya, perbankan syariah pada saat melakukan akad murābaḥah 
adalah memberikan sejumlah uang kepada nasabah seharga barang yang ingin 
dibelinya dan nasabahlah yang membeli barang tersebut langsung kepada pihak 
ketiga atau penjual. Keadaan seperti yang dijelaskan di atas sama dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Harianto (2014), dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa 
dalam praktik akad murābaḥah yang dilakukan oleh KSP Malikussaleh merupakan 
kategori pembiayaan dan bukan jual-beli, dimana KSP Malikussaleh sebagai penjual 
tidak memiliki persediaan objek murābaḥah, yang kemudian hanya menjadi penyedia 
dana untuk nasabah. 
Keadaan seperti yag dijelaskan di atas sudah tidak sesuai syariah dan tidak 
memenuhi syarat yang terdapat pada akad murābaḥah. Hal tersebut juga ditekankan 
oleh AAOIFI bila LKS terpaksa harus mewakilkan kepada nasabah, 
“Pada dasarnya LKS membeli barang secara langsung dari penjual. Dan LKS 
boleh melakukan transaksi pembelian barang dengan perwakilan asalkan bukan 
nasabah murābaḥah yang menjadi wakilnya, namun dalam kondisi terpaksa 
boleh saja nasabah bertindak sebagai wakil. Dan kemudian nasabah yang 
bertindak sebagai wakil LKS untuk pembelian barang tidak langsung 
menjualkan barang tersebut kepada dirinya. Akan tetapi, LKS langsung yang 
menjual kepada nasabah setelah dimiliki terlebih dahulu oleh LKS. Dan juga 
wajib memisahkan antara dua jaminan (tanggung jawab resiko barang) jaminan 
lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang sebagai wakil lembaga keuangan 
untuk membeli barang murābaḥah. Hal ini terwujud dengan adanya waktu yang 
terpisah antara akad mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan akad 
pembelian nasabah dengan murābaḥah dengan cara nasabah menyetujui 
melaksanakan akad wakalah, kemudian baru dibuat akad penjualan LKS 
kepada nasabah. Dalil yang mengharuskan akad LKS mewakilkan kepada 




ada syubhat ribā dengan mengikat antara akad wakalah dengan akad 
murābaḥah (menjadi satu) (Tarmizi, 2012:445-446) 
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
 ِم ُهُعِيَبأ يِدْنِع َسَْيل َعَْيبْلا ِيُنَلأَْسَيف ُلُج هرلا ِينِيْتَأي ِ هاللَّ َلوُسَر َاي َُهل ُهُعَا َْبأ هَُّ ُ ُهْن
 َسَْيل اَم ِْعَبت َلَ َلَاق ِقو ُّسلا ْنِم َكَدْنِع  
Terjemahnya: 
“Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar 
aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu 
aku membelinya dari pasar?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (HR. 
Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 
2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih). 
 
Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh perbankan syariah. Karena akan 
menghapus karakter dari akad murābaḥah ini. Yakni, barang tersebut harus 
merupakan milik dari pihak bank. Dengan kata lain, pihak perbankan syariah 
seharusnya yang membeli barang tersebut kepada si penjual dan ketika barang 
tersebut sudah dibeli dan menjadi milik bank secara sah, pihak perbankan syariah 
boleh menjual barang tersebut kepada nasabah seharga harga pokok barang tersebut 
ditambah keuntungan yang ambil sesuai kesepakatan. Sehingga kaidah Islam dalam 
akad murābaḥah yang mencangkup: 1) Adanya barang dagangan, 2) Barang 
merupakan milik sah si penjual, 3) Pihak penjual harus menerangkan harga pokok 
barang tersebut ditambah keuntungan yang akan diambil, 4) Ijab qabul atau 




Pengakuan laba dalam akad murābaḥah yang dihitung dengan menggunakan 
metode effective interest rate (anuitas) secara akuntansi didasarkan pada fakta bahwa 
“income is earned throughout the period of loan from the balance of loan principal”. 
Artinya keuntungan murābaḥah setiap tahun diperoleh atau dialokasikan berdasarkan 
perkalian antara saldo terutang dari pokok pinjaman diluar laba dikalikan dengan 
tingkat bunga efektif yang secara implisit dikenakan atas pokok pinjaman itu. Ini 
memang sesuai untuk pinjam meminjam uang, tapi tidak sesuai untuk jual beli 
barang, dimana menurut syariah laba dan pokok pinjaman menyatu sebagai piutang 
murābaḥah tangguhan yang tidak terpisahkan. 
Dengan pengenaan margin yang besar di awal angsuran, secara logikanya 
pengakuan laba tersebut akan membuat kinerja keuangan bank terlihat bagus. Hal 
tersebut menjadi salah satu alasan DSN MUI dan bank-bank syariah membolehkan 
penggunaan metode anuitas dalam akad murābaḥah. Tetapi menurut penelitian yang 
dilakukan oleh Wahyuni (2014) menemukan bahwa belum ada penelitian yang 
menunjukkan bahwa penerapan metode anuitas mampu mendongkrak pertumbuhan 
perbankan syariah. 
Mengaitkan alokasi atau pengakuan laba dengan pokok pinjaman dengan 
menggunakan tingkat bunga efektif akan mengubah substansi transaksi dari 
murābaḥah menjadi pinjaman dengan bunga. Dan ini secara substansi adalah ribā. 
Dan ribā ini tidak lantas menjadi halal dengan mengubah istilah “tingkat bunga 




Dari data yang diperoleh, produk murābaḥah yang diberlakukan pada PT 
Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu hanya menggunakan metode anuitas dan 
sudah tidak menggunakan metode proporsional lagi dalam sistem murābaḥah-nya. 
Metode anuitas ini seperti yang telah disinggung di awal merupakan metode yang 
juga diterapkan pada bank konvensional dalam pembiayaan utang-piutangnya, yang 
syarat dengan konsep Time Value of Money. Untuk melihat letak perbedaan dan 
kondisi atau keadaan yang dianggap termasuk dalam konsep Time Value of Money 
bila menggunakan metode proporsional dan metode anuitas, berikut contohnya,  
Bapak Abdul Malik melakukan negosiasi dengan pihak bank syariah untuk 
memperoleh fasilitas murābaḥah dengan pesanan untuk membeli sepeda motor Merk 
Yamaha type Mio M3 dari PT. Gemilang Motor dengan rencana sebagai berikut; 
Harga Barang  : Rp 20.000.000,. 
Uang Muka (Urbun)    : 25% dari Nasabah 
Pembiayaan oleh bank : Rp 15.000.000,. 
Tingkat Margin  : 18% dari Harga Pokok Pembelian 
                                                  (Rp. 3.600.000,). 
Harga Jual  : Rp. 23.600.000,. 
Jangka Waktu  : 12 Bulan 
Biaya Administrasi  : 0,025 % dari pembiayaan BRS 
Berikut analisis dan pembahasan mengenai simulasi metode pengakuan 
keuntungan pembiayaan murābaḥah (Al-Tamwil Bi Al-Murābaḥah) yang dilakukan 




Angsuran Ke Angsuran Perbulan Porsi Pokok Porsi Margin Saldo Pokok
0 - - - 15.000.000
1 1.550.000            1.250.000 300.000 13.750.000
2 1.550.000            1.250.000 300.000 12.500.000
3 1.550.000            1.250.000 300.000 11.250.000
4 1.550.000            1.250.000 300.000 10.000.000
5 1.550.000            1.250.000 300.000 8.750.000
6 1.550.000            1.250.000 300.000 7.500.000
7 1.550.000            1.250.000 300.000 6.250.000
8 1.550.000            1.250.000 300.000 5.000.000
9 1.550.000            1.250.000 300.000 3.750.000
10 1.550.000            1.250.000 300.000 2.500.000
11 1.550.000            1.250.000 300.000 1.250.000
12 1.550.000            1.250.000 300.000 0
Jumlah 18.600.000          15.000.000 3.600.000
Berdasarkan simulasi pembiayaan murābaḥah Bapak Abdul Malik maka 
angsuran perbulan bersifat tetap sepanjang masa akad murābaḥah. Perhitungan 
angsuran perbulan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut; 
Angsuran per bulan = Total Piutang – Uang Muka (Urbun) 
         Jangka Waktu Pembiayaan 
= (Rp. 23.600.000 - Rp. 5.000.000) 
   12 
= Rp. 18.600.000 
         12 


















Angsuran Ke Angsuran Perbulan Porsi Pokok Porsi Margin Saldo Pokok
0 - - - 15.000.000
1 1.550.000            1.028.711 521.289 13.971.289
2 1.550.000            1.064.461 485.539 12.906.828
3 1.550.000            1.101.454 448.546 11.805.374
4 1.550.000            1.139.733 410.267 10.665.641
5 1.550.000            1.179.341 370.659 9.486.300
6 1.550.000            1.220.326 329.674 8.265.974
7 1.550.000            1.262.736 287.264 7.003.238
8 1.550.000            1.306.619 243.381 5.696.619
9 1.550.000            1.352.028 197.972 4.344.591
10 1.550.000            1.399.014 150.986 2.945.577
11 1.550.000            1.447.634 102.366 1.497.943
12 1.550.000            1.497.943 52.057 0
Jumlah 18.600.000          15.000.000 3.600.000
Tabel 4.2 










Berdasarkan kedua tabel diatas nampak bahwa untuk besarnya angsuran untuk 
tiap periode pembayaran sama besar baik menggunakan metode anuitas ataupun 
metode proporsional. Total angsuran baik menggunakan metode anuitas maupun 
proporsional ternyata sama besar. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan dampak 
keberatan dari sisi nasabah apabila kedua metode diterapkan.  
Perbedaan hasil perhitungan antara metode anuitas dengan metode 
proporsional terjadi pada besarnya angsuran pokok dan besarnya angsuran bunga. 
Angsuran pokok dan angsuran bunga dengan metode proporsional akan sama besar 
untuk setiap periode. Hal ini berbeda dengan metode anuitas. Pada perhitungan 
dengan metode anuitas, besarnya angsuran margin semakin lama akan semakin 




awal angsuran akan lebih besar daripada periode berikutnya. Sedangkan untuk 
besarnya angsuran pokok semakin lama justru semakin besar. Angsuran pokok pada 
periode awal angsuran akan lebih kecil dari periode berikutnya.  
Adapun keadaan atau kondisi yang memungkinkan nasabah merasa tidak adil 
di dalam akad murābaḥah ini apabila dilihat dari sudut pandang tertentu atau dengan 
kata lain dilihat sisi syariahnya yaitu pada saat nasabah ingin menyelesaikan atau 
melunasi sisa kewajibannya terhadap bank lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan di awal. Misalnya nasabah ingin melunasi kewajibannya setelah angsuran 
ke-6, pada metode proporsional setelah menjalani angsuran ke-6 sisa pokok nasabah 
otomatis hanya tersisa sebesar Rp. 7.500.000 dari total pokok yaitu Rp. 15.000.000 
sedangkan pada metode anuitas sisa pokok nasabah yaitu masih tersisa sebesar Rp. 
8.265.974. Perbedaan tersebut akan menimbulkan pertanyaan pada nasabah yang 
dimana nasabah telah menjalani setengah dari total periode angsuran tapi mengapa 
sisa pokoknya masih lebih besar dibanding dengan yang telah dia bayarkan dan hal 
tersebut dapat menimbulkan keraguan pada nasabah terhadap pembiayaan 
murābaḥah tersebut karena pada awalnya bank tidak menjelaskan secara mendetail 
kepada nasabah terkait metode pengenaan angsuran yang akan dijalani nasabah. 
Keraguan nasabah dalam hal demikian tidak dibolehkan dalam syariah dikarenakan 
adanya etika yang harus dipenuhi oleh pihak yang bertransaksi dalam jual-beli secara 
Islami, salah satunya yaitu harus transparan/terbuka/jujur. Sesuai dengan firman 




                          
                          
   
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
Selain itu, dalam Standar Produk Perbankan Syariah Murābaḥah pada Bab 
Standar Perlindungan Nasabah juga membahas mengenai keawajiban pihak bank 
menjelaskan mengenai transparansi informasi produknya, dalam hal ini berkaitan 
dengan hak nasabah untuk mengetahui metode pengenaan angsuran yang akan 
dijalani nasabah tersebut (OJK, 2016:74) 
Masih banyaknya sisa pokok yang tersisa tersebut juga akan mempengaruhi 
besaran potongan yang akan di dapatkan nasabah berdasarkan kebijakan pimpinan 
apabila nasabah melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang ditentukan di awal. 
Hal tersebut sesuai dengan yang dibahas pada Standar Produk Perbankan Syariah 
Murābaḥah dalam Pasal 13 tentang Pelunasan Dipercepat (OJK, 2016:142). 
Selain itu, jumlah margin yang telah didapatkan oleh bank sampai dengan 
angsuran ke-6 yaitu sebesar Rp. 2.565.974 sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 
1.034.026 padahal angsuran baru berjalan 6 bulan dari total 12 bulan. Artinya bank 
telah mengambil/mengakui keuntungan yang banyak di awal periode dengan metode 
anuitas tersebut. Hal demikian dikategorikan sebagai Time Value Of Money yaitu “a 




invested to get a return”. Berbeda dengan metode proporsional, yang dimana margin 
yang dibayarkan oleh nasabah/yang diterima oleh bank semuanya sama disetiap 
periode angsuran. Ini berarti bank lebih diuntungkan dengan banyaknya margin atau 
keuntungan yang di akui di awal dibanding dengan nasabah yang masih harus 
melunasi pokok pembiayaannya dengan jumlah besar padahal periode angsuran telah 
berjalan setengah dari total periode angsuran. 
Transaksi demikian dapat dihukumi haram karena mengandung unsur gharar 
di dalamnya. Secara etimologis, kata gharar berkisar pada risiko (khathar), 
ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nuqsan) dan/atau sesuatu yang mudah rusak 
(ta`arrudh lil halakah). Ibn Taimiyyah berpendapat,  
ررغلا :وه لوهجملا ةبقاعلا  
Terjemahnya: 
 “Gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui (the unknown 
consequences).” (Sumber: Majmu` al-Fatawa, vol. XXIX, hlm. 22.) 
 
Gharar dalam jual beli adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya 
terkandung risiko (khathar), ketidaktahuan (jahl), kekurangan (nuqsan) dan/atau 
sesuatu yang mudah rusak (ta`arrudh lil halakah). Hal tersebut sesuai dengan sabda 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, 
 ْنَع ِيَبأ  َةَرْيَُره  َلَاق َىَهن  ُلوُسَر  ِ هاللَّ ىهلَص  ُ هاللَّ  ِهَْيلَع  ََّ هلَسَو  ْنَع  ِعَْيب  ْلا ِةا َ َحَ 
 ْنَعَو  ِعَْيب  ِرَرَغْلا  
Terjemahnya: 
Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari 




secara gharar."  (HR. Muslim III/1153 dan 1513, At-Tirmidzi II/349 dan no: 
1248, , Ibnu Majah II/739 dan no: 2194 , Nasa’i VII/262, Lihat juga ‘Aunul 
Ma’bud IX: 230 no: 3360, serta Shahih: Muktashar Muslim no: 939, Irwa’ul 
Ghalil no: 1294,). 
 
Jadi, apabila bank tidak transparan dalam menginformasikan semua hal yang 
berkaitan dengan akad murābaḥah tersebut dan nasabah mengalami keraguan di 
dalamnya, dalam hal ini terkait dengan metode anuitas yang diberlakukan oleh bank 
kepada nasabah, maka hal tersebut dihukumi haram dalam syariah Islam. 
Pada saat metode anuitas digunakan, marjin yang diakui oleh bank syariah 
seharusnya diinformasikan kepada nasabah. Sehingga nasabah tahu berapa margin 
yang diakui di awal dan berapa pokok yang telah dibayarkan. Menurut Rivai dan 
Arifin (2010) jika margin dalam satu akad transaksi berubah-ubah dan nasabah 
mengalami keraguan maka hal ini bisa menjadi ribā. Selain itu, masalah lain mungkin 
saja terjadi yaitu pada saat nasabah ingin melakukan over credit dan nasabah baru 
mengetahui bahwa pokok angsuran yang dibayar ternyata masih kecil jumlahnya. 
Itulah beberapa keadaan atau kondisi yang menyalahi nilai-nilai syariah apabila 
metode anuitas diterapkan dalam sistem murābaḥah, selain dari hukum dasar metode 
anuitas tersebut yang syarat dengan nilai-nilai Time Value Of Money yang 
bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri. 
G. Optimalisasi Economic Value Of Time Dalam Pengakuan Keuntungan Produk 
Murābaḥah 
Seperti yang kita ketahui bahwa metode anuitas yang syarat dengan konsep 




dalam Shari’ah Enterprise Theory yaitu nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah dan pertanggungjawaban karena alasan bank syariah menerapkan metode 
anuitas yaitu keuntungan yang diperoleh bank semakin besar jadi otomatis nasabah 
pasti mengalami kerugian di dalamnya. Dalam Shari’ah Enterprise Theory itu sendiri 
mengandung nilai keseimbangan di dalamnya, yaitu memiliki kepedulian yang besar 
terhadap tiga stakeholders. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta’alaa sebagai 
stakeholder tertinggi, yang dimana pihak bank harus mematuhi segala perintah dan 
larangan Allah Subhanahu wa ta’alaa yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam dengan dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum 
Allah Subhanahu wa ta’alaa. Artinya, apabila ada kebijakan atau aturan bank yang 
bertentangan dengan syariah maka hal tersebut jelas dilarang oleh agama. 
Berdasarkan pemahaman ini, PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar telah 
melanggar nilai ini dikarenakan tidak mematuhi peraturan yang ada yaitu fatwa DSN 
No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi 
Al-Murābaḥah (Pembiayaan Murābaḥah) di Lembaga Keuangan Syariah dengan 
hanya menerapkan metode anuitas dalam sistem murābaḥah-nya yang syarat dengan 
konsep Time Value of Money didalamnya.  
Selanjutnya yaitu manusia sebagai stakeholder yang kedua, yang dimana 
pihak bank tidak terlalu memperhatikan hak-hak nasabah di dalamnya yang telah 
memberikan kontribusi pada bank. Dengan penerapan metode anuitas yang membuat 
keuntungan bank semakin besar, pihak bank telah melanggar unsur keadilan terhadap 




Pada konsep maslaḥah dan maqashid al-syari’ah menurut al-Syatibi bahwa 
tujuan utama syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di 
dunia maupun di akhirat atau dapat dikatakan bahwa tujuan syariah pada prinsipnya 
mengacu kepada kemaslahatan manusia. Menurut pernyataan Al-Qaradhawi yaitu 
“Dimana ada kemaslahatan, disanalah terdapat hukum Allah” ini sangat tepat karena 
dimanapun itu, apabila segala sesuatunya dilandaskan pada ketentuan dan hukum 
Allah Subhanahu wa ta’alaa maka tidak akan terjadi kesenjangan antara manusia 
yang satu dengan yang lainnya. Konsep maslaḥah disini memberikan gambaran 
bahwa perusahaan dalam hal ini yaitu bank syariah tidak hanya semata-mata 
berorientasi terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk memajukan 
kesejahteraan sosial dan protektif terhadap kebutuhan dan keadilan masyarakat secara 
keseluruhan. 
Dengan diterapkannya metode anuitas yang syarat dengan konsep Time Value 
of Money pada bank syariah ini sedikit banyaknya telah menyelisihi nilai-nilai syariah 
yang terkandung dalam Shari’ah Enterprise Theory maupun dalam konsep Maslaḥah 
dikarenakan metode tersebut sama halnya dengan yang diterapkan oleh perbankan 
konvensional dalam pembiayaan utang-piutangnya yang syarat dengan bunga. Hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan sales assisten PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar yang menyebutkan bahwa metode anuitas yang diterapkan pada bank 
tersebut sama dengan pola-pola konvensional tapi yang membedakannya dari bank 
konvensional yaitu adanya fatwa DSN MUI yang membolehkan metode anuitas 




Selain itu, adanya keadaan atau kondisi yang apabila dilihat dari sudut 
pandang tertentu atau dengan kata lain dilihat sisi syariahnya akan membuat nasabah 
merasa tidak adil, misalnya pada saat nasabah ingin melunasi kewajibannya terhadap 
bank lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan di awal, seperti yang telah 
dijelaskan pada poin sebelumnya, maka hal tersebut tergolong ribā dalam kacamata 
syariah dikarenakan setelah sekian lama nasabah melakukan angsuran ternyata 
jumlah pokok yang telah dibayarkannya dari pembiayaan tersebut masih sedikit 
apabila menggunakan metode anuitas dibandingkan apabila menggunakan metode 
proporsional yang besarnya angsuran pokok dan angsuran margin akan sama untuk 
setiap periode angsurannya. Keadaan seperti ini akan menimbulkan keraguan pada 
nasabah terhadap akad murābaḥah yang dijalaninya. Hal demikian jelas tidak 
dibolehkan dalam syariat apabila ada salah satu pihak yang mengalami keraguan 
dalam menjalani suatu transaksi.   
Selain itu, mengapa konsep Time Value of Money yang melekat pada metode 
anuitas tersebut dihukumi sebagai ribā dan tidak sesuai dengan syariah dikarenakan 
dua alasan yang mendasari konsep tersebut, yakni: presence of inflation (adanya 
inflasi), dan preference present consumption to future consumption (konsumsi hari ini 
lebih disukai daripada konsumsi pada waktu akan datang). Kedua istilah tersebut 
dikenal juga dengan istilah teori bunga abstinence (penundaan konsumsi) dan time 
preference theory (saat ini lebih berharga dari masa akan datang). Argumen mengenai 
adanya inflasi tidak dapat diterima karena tidak lengkap kondisinya (non exhauted 




keadaan inflasi dijadikan alasan adanya Time Value of Money, seharusnya keadaan 
deflasi menjadi alasan adanya negative Time Value of Money. Sedangkan time 
preference theory ditolak dalam ekonomi syariat karena bertentangan dengan prinsip 
al-ghunmu bi la ghurmi dan al-kharaj bi la dhaman.  
Apabila inflasi dijadikan alasan sebagai akibat adanya Time Value of Money 
dalam sistem ekonomi atau keuangan. Inflasi yang diartikan naiknya harga barang 
dalam waktu tertentu tidak semata diakibatkan oleh bunga (sebagai kompensasi 
opportunity cost), inflasi dapat terjadi karena produsen mengambil keuntungan 
semakin meningkat, disamping itu diakibatkan oleh faktor-faktor lain. Penentuan 
bunga sebagai faktor penentu inflasi adalah suatu tindakan menyederhanakan masalah 
atau konsep. Tindakan ini hanya menguntungkan sebelah pihak, tidak mau merugi. 
Padahal setiap tindakan (ekonomi maupun non ekonomi) akan mengandung hasil dan 
rugi (return and risk) (Muhammad, 2016:69-70). Konsekuensi ini harus ditanggung 
bersama oleh pihak-pihak yang bersinggungan (bertransaksi), dalam hal ini bank 
syariah dan nasabah. Disinilah peran Economic Value of Time akan dioptimalkan 
dalam memberikan rasa keadilan kepada bank dan khususnya kepada pihak nasabah. 
Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional yang 
telah dijelaskan di atas ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu keadaan al-ghunmu bi la 
ghurni (mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko) dan al-kharaj bi la 
dhaman (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya). Dalam pandangan Islam 
mengenai waktu, waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam 




lainnya akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu 
adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) 
dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya,  
Nilai-nilai inilah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan 
produk-produknya, khususnya pada produk murābaḥah-nya, bukan dengan 
memberlakukan metode anuitas yang syarat dengan nilai-nilai Time Value Of Money 
di dalamnya, yang membuat bank syariah lebih diuntungkan dari pada nasabah.  
H. Mengembalikan Tujuan Awal Perbankan Syariah Dengan Mengevaluasi Dan 
Memperbaiki Aturan Yang Ada 
Walaupun sudah ada aturan atau fatwa dari DSN MUI yang membolehkan 
penggunaan metode anuitas tersebut bukan berarti bank syariah yang hanya 
berlandaskan fatwa tersebut bisa menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak 
sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang ada. 
Dari ceramah Ustadz Erwandi Tarmizi yang menjadi salah satu pakar fiqh 
muamalat kontemporer saat ini menyatakan bahwa, 
“Tidak selamanya atau tidak semua yang ada sertifikat halalnya yang 
dikeluarkan oleh MUI itu memang betul-betul halal. Kembalikan kepada Al-
Qur’an dan Sunnah, apabila bertentangan dengan keduanya, walaupun ada 
fatwa halal dari MUI, hal tersebut tetap haram”. 
 
Dari pernyataan di atas, kita dapat mengambil suatu nasehat yaitu alangkah 
baiknya apabila ada suatu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kemudian terlebih 
dahulu kita kembalikan kepada nilai-nilai yang ada pada Al-Qur’an dan Sunnah yang 




suatu keadaan atau kondisi yang bertentangan dengan keduanya, hal tersebut tetap 
tidak dibolehkan walaupun ada fatwa halal atau boleh dilakukan dari MUI atau dalam 
hal ini DSN MUI yang membolehkan penggunaan metode anuitas pada sistem 
murābaḥah. 
Peran Dewan Pengawas Syariah juga akan sangat berperan dalam hal ini, 
yaitu harus meneliti dan mengkaji praktek-praktek yang dilakukan oleh bank yang 
mereka awasi, dalam hal ini pada produk murābaḥah, apakah sudah tidak menyalahi 
nilai-nilai syariah dalam penerapannya apabila dilihat dari semua sudut pandang dan 
kondisi atau keadaan yang mungkin terjadi. Hal ini harus dilakukan secara 
independen tanpa adanya hal-hal seperti intimidasi yang dapat membuat pihak DPS 
menjadi tidak independen agar dapat segera memperbaiki aturan yang telah 
dikeluarkan oleh DSN MUI apabila ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai nilai-nilai 
syariah di dalamnya. Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku 
pengawas atau pihak yang bersinggungan langsung dengan hal-hal yang berhubungan 
dengan aturan atau kebijakan yang dibuat dalam bidang perbankan, khususnya pada 
perbankan syariah harus mengkaji lebih dalam lagi dan mempertimbankan aturan-
aturan yang dibuat sebelum diberlakukan dan tidak lupa untuk mengevaluasi aturan-
aturan yang telah diberlakukan sebelumnya. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas bahwa metode anuitas yang 
diberlakukan bank syariah tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip syariah dan adanya 
suatu kondisi atau keadaan yang membuat nasabah merasa tidak adil di dalamnya. 




syariah, khususnya bank syariah yang menjadi objek penelitian kembali menerapkan 
metode proporsional saja dalam sistem murābaḥah-nya dan meninggalkan metode 
anuitas agar kepercayaan masyarakat akan ke”syariah”an perbankan syariah itu 
sendiri dapat terjaga dan tidak menyelisihi tujuan awal dibentuknya bank syariah.  
Dalam penerapan metode proporsional yakni angsuran pokok dan angsuran 
margin akan sama besarnya dalam setiap periode angsuran. Hal ini jika dilihat dari 
sudut pandang syariah akan memberikan nilai-nilai keadilan di dalamnya, yakni 
kepada pihak-pihak terkait yaitu bank dan nasabah. Kondisi atau keadaan pada 
penerapan metode anuitas yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diketahui dapat 
memberikan rasa ketidakadilan bagi nasabah, dapat terjawab dengan penerapan 
metode proporsional tersebut karena pada dasarnya, angsuran pokok dan angsuran 
margin sama besar untuk setiap periode angsurannya maka hal tersebut tidak terikat 
pada unsur waktu yang dimana pihak bank dan nasabah akan sama-sama 
menanggung keuntungan atau resiko yang akan terjadi ke depannya. Intinya, metode 
proporsional itu adalah flat jadi tidak akan ada spekulasi yang dilakukan oleh pihak 
terkait yang dapat merugikan salah satu pihak. 
Walaupun keuntungan yang diperoleh pihak bank lebih sedikit dengan 
menerapkan metode proporsional dibanding apabila menggunakan metode anuitas, 
hal tersebut tidak boleh menjadi alasan pihak bank melegalkan sesuatu yang pada 
dasarnya dilarang oleh syariah. Tidak dipungkiri bahwa bank syariah juga merupakan 
suatu lembaga yang profit oriented, sama-sama mencari keuntungan dan harus 




falah oriented-nya, yaitu tidak semata-mata mencari profit tetapi juga berusaha untuk 
membantu masyarakat, dalam hal ini nasabah bank syariah itu sendiri untuk 
meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, semua pihak yang terkait dalam hal ini, 
baik itu pengawas, pembuat aturan dan lain-lain harus tetap menjaga dan memelihara 
tujuan awal dibentuknya perbankan syariah ini dengan tidak menyelisihi nilai-nilai 









Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, 
maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi sistem margin akad murābaḥah pada PT Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar dinilai masih perlu lebih transparan, yaitu dengan memberikan 
pemahaman lebih rinci mengenai metode pengakuan keuntungan/margin kepada 
nasabah sebelum melakukan kesepakatan. Pemahaman yang diberikan oleh 
pihak bank terhadap nasabah terkait metode pengakuan keuntungan/margin 
murābaḥah-nya masih belum begitu jelas sehingga akan ada keadaan atau 
kondisi yang dapat menyebabkan nasabah mengalami keraguan dalam akad 
murābaḥah tersebut, seperti pelunasan lebih awal atau over credit yang mungkin 
dilakukan oleh nasabah selama masa angsuranya. Selain itu, metode 
proporsional yang sudah tidak digunakan oleh pihak bank dengan alasan 
keuntungan yang diperoleh lebih sedikit dari penerapan metode anuitas membuat 
bank syariah tersebut dianggap telah melupakan tujuan falah oriented-nya. 
Dimana metode proporsional tersebut dianggap lebih adil dalam penerapannya. 
2. Metode anuitas yang diterapkan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang 
syarat dengan nilai-nilai Time Value of Money di dalamnya, yang juga 





syariah Islam, yang dimana bank syariah lebih diuntungkan daripada nasabah. 
Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak berlaku adil dan melupakan prinsip 
maslahat terhadap nasabahnya. Optimalisasi nilai-nilai Economic Value of Time 
dalam sistem margin akad murābaḥah yaitu faktor yang menentukan nilai waktu 
adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat 
guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Nilai-
nilai inilah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan produk-
produknya, khususnya pada produk murābaḥah-nya, bukan dengan 
memberlakukan metode anuitas yang syarat dengan nilai-nilai Time Value of 
Money di dalamnya. 
3. Alangkah baiknya apabila ada suatu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kemudian 
terlebih dahulu kita kembalikan kepada nilai-nilai yang ada pada Al-Qur’an dan 
Sunnah yang dilihat dari segala sudut pandang sebelum menerapkannya, apabila 
memang betul ada suatu keadaan atau kondisi yang bertentangan dengan 
keduanya, hal tersebut tetap tidak dibolehkan walaupun ada fatwa halal atau 
boleh dilakukan dari MUI atau dalam hal ini DSN MUI yang membolehkan 
penggunaan metode anuitas pada sistem murābaḥah. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa 





1. Apabila Dewan Pengawas Syariah atau pihak-pihak terkait tidak memperketat 
pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh perbankan syaiah, maka 
bukan tidak mungkin akan ada pihak-pihak tertentu yang akan merusak nilai-
nilai syariah yang menjadi dasar pokok dibentuknya perbankan syariah itu 
sendiri demi untuk kepentingan pihak tertentu. 
2. Apabila pihak bank masih belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang 
telah diterapkan mengenai pembiayaan murābaḥah-nya, maka bukan tidak 
mungkin kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah, khususnya bank 
yang menjadi lokasi penelitian ini menjadi berkurang bahkan hilang. 
C. Saran 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain: 
1. Pihak bank syariah harus terus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan 
diterapkannya. Apakah kebijakan yang di ambil telah sesuai dengan hak dan 
kewajiban yang telah diatur dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait serta 
apakah sudah tidak menyalahi nilai-nilai syariah yang ada. 
2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meneliti dan mengkaji praktek-praktek 
yang dilakukan oleh bank yang mereka awasi, dalam hal ini pada produk 
murābaḥah harus lebih di intensifkan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan 





3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia maupun 
Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat aturan harus lebih teliti yaitu mengkaji 
lebih dalam dan mempertimbangkan segala kondisi yang mungkin terjadi dan 
tidak hanya mementingkan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, 
perlunya dilakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang telah diberlakukan 
sebelumnya. 
4. Nasabah seharusnya mengetahui dan memahami dengan jelas terkait produk 
murābaḥah yang dibutuhkannya sebelum melakukan akad dengan pihak bank 
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Instrumen wawancara kepada subjek/informan (Pihak Bank BNI Syariah 
Cabang Makassar) 
Narasumber : Muhammad Saleh (Sales Assisten PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar) 
 Menurut PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah Paragraf 5, 
Murabahah adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan di 
tambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 
perolehan barang tersebut kepada pembeli. 
1. Bagaimanakah prosedur yang diberlakukan oleh bank ketika ada nasabah yang 
ingin melakukan pembiayaan dengan akad murabahah? 
= Kita tanyakan dulu profil nasabahnya, profil nasabahnya itu pegaiwaikah atau 
pengusahakah atau profesional karena itu akan bersinggungan dengan 
persyaratannya. Kalau profilnya pegawai otomatis perlakuannya beda, 
prosesnya juga lebih cepat, marginnya juga lebih rendah. Untuk tiga profil itu 
marginnya beda-beda. 
Semua agama kami layani yah, jadi semua bisa kami biayai 
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam 
mendapatkan pembiayaan tersebut? 
= Pegawai:  
 KTP suami istri (KTP pribadi bagi yang belum menikah) 
 Buku nikah (surat keterangan belum nikah bagi yang belum menikah) 
 KK 
 Pas foto suami istri 3x4 
 NPWP 
 Slip gaji terakhir suami istri (SITU, SIUP, TDP, HO bagi pengusaha) 
 SK awal dan akhir suami istri 
 Rek. Koran gaji 3 bulan terakhir suami istri 
 FC sertifikat 
 FC PBB dan IMB 
 Surat penawaran dari penjual 
3. Sebelum kata sepakat tercapai dalam pembiayaan murabahah tersebut, nasabah 
dan pihak bank dibolehkan untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu. 
Negosiasi yang seperti apakah yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank 
tersebut? 
= Negosiasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan penentuan margin. Namanya 
juga jual-beli jadi harus tawar menawar. 
4. Sampai manakah pihak bank memberikan pemahaman terkait pembiayaan 
murabahah tersebut kepada nasabah? 
= Sampai nasabah mengerti, harus mengerti, jadi tidak ada keraguan di 
dalamnya. Namanya juga akad jadi harus semua tercapai syarat-syaratnya 
rukun-rukunnya. Kalo nasabah ragu yaa gak boleh akad, karena nanti kalau 
dia nunggak yang repot kita juga. 
5. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembiayaan murabahah, keuntungan yang 
diperoleh oleh pihak bank dari pembiayaan tersebut dinamakan margin. 
Apakah pihak bank juga menginformasikan kepada nasabah mengenai margin 
tersebut? 
= Pasti, harus, jadi begini dalam konsep murabahah seperti ini. dalam konsep 
yang lama itu misalnya harga jual berapa, DPnya berapa dst. 
Kita sampaikan kepada nasabah bahwa harga jual dari banknya sekian, DP-
nya sekian, pokok pembiayaannya sekian, keuntungan kita langsung 
sampaikan yang kita tentukan di awal. Jadi total pinjaman nya bukan lagi 
sekian tapi sekian yang di angsur selama misalnya selama 10-15 tahun. Hal 
demikian semuaya disampaikan pada saat akad. 
Semua yang terkait dengan margin, angsuran yang akan dilakukan oleh 
nasabah harus diperlihatkan kepada nasabah. Intinya harus transparan 
semuanya. 
6. Setelah adanya aturan baru yaitu fatwa dari DSN MUI yang membolehkan 
penggunaan metode anuitas, yang sebelumnya hanya menggunakan metode 
proporsional. 
Apakah dari aturan baru tersebut memberikan dampak positif bagi bank setelah 
menerapkan metode anuitas? 
= Yaa pasti, keuntungan bank makin besar. Otomatis keuntungan bank makin 
besar kalau menggunakan anuitas. Kalau proporsional kecil. Nah ini semua 
sama dengan pola-pola konvensional tapi yang membedakan itu yaa ini tadi 
fatwa DSN.  
7. Jikalau ada, dampak positif yang seperti apa yang di maksud? 
= Laba bank terlihat bagus, karena laba lebih cepat di dapat karena di tahun-
tahun awal itu margin lebih banyak kenanakan dibanding pokok. 
8. Dari kedua metode tersebut, metode manakah yang paling sering digunakan oleh 
pihak bank dalam pembiayaan murabahah? 
= Bukan paling sering yah tapi sudah digunakan mi itu anuitas. Bukan paling 
sering tapi anuitas mi sekarang yang digunakan, proporsional sudah tidak 
digunakan.  
9. Misalnya ada seorang nasabah yang ingin menyelesaikan pembiayaan 
murabahahnya sebelum masa angsurannya berakhir (ingin melunasi angsuran 
yang tersisa). 
Bagaimanakah kebijakan pihak bank mengenai hal tersebut? 
= Kalau masalah pelunasan di awal itu tidak boleh diperjanjikan seperti margin. 
Kalau masalah diskon atau potongan itu kebijakan pimpinan tapi pasti itu di 
kasih diskon.  
10. Apakah hal demikian telah disampaikan kepada nasabah pada saat ingin 
melakukan akad murabahah? 
= Hal tersebut pasti disampaikanlah kepada nasabah. 
11. Bagaimana ketentuan pihak bank terkait hal tersebut? 
= Nah itu tadi semua kebijakan masalah itu dari pimpinan. 
12. Dalam menjalankan suatu produk pembiayaan, terkadang pihak bank memiliki 
kendala di dalamnya. 
Apa saja kendala yang biasa dialami pihak bank dalam pembiayaan murabahah? 
= Beberapa kendalanya itu: 
 Masalah seperti nasabah yang biasanya mengalami macet dalam 
pembayaran angsuran sudah pastilah. 
 Masalah pemasarannya pasti, karena di luar sana persaingan di luar sana 
makin ketat antar semua bank, kan sekarang pra margin sedikit lebih 
tinggi dibanding dengan bank konvensional. Nasabah sekarang pintar 
karena dia langsung menanyakan angsurannya. Jadi nasabah bisa 
membanding-bandingkan dengan bank lain. 
13. Pada suatu pembiayaan, ada kalanya nasabah mengalami masalah dalam hal 
memenuhi kewajibannya, misalnya menunggak dalam hal pembayaran. 
Bagaimana sikap bank dalam mengatasi masalah tersebut? 
= Pendekatan secara persuasif kepada nasabah, karena sekarang itu sifatnya 
konsumer jadi kita lebih banyak melakukan pendekatan juga kepada 
developer seperti melakukan kunjungan langsung kepada developer supaya 
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